BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

tenimbang

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,
bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 9 ayal {2), Pasal 10 ayal (3,
Pasal 12 ayal (3). Pasal 13 ayat {5), Pasal 19 Ayat (5), Pasal 20 Ayal (3),
Pasal 21 ayat (7}, dan Pasal 23 ayal (3) Peraluran Daerah Kabupalen
Samosir Nomor 3 Tashun 2013 tenlang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan.

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1897 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1997, Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia MNomor  3686)
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)%

. Undang-Ungang Nomor 28 Tahun 1999 ieniang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme {Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 3851

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4 189),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara

fLembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomar 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneasis Nomor 4286

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 lentang Pambenlukan Kabupaten

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumalera Utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4346

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerimanan Daerah

{Lembaran Negara Rapublik Indonesié Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah ... !
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10.

12

15,

16.

dibah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun
2008 lenlany Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 32 Tahun
2004 lenlang Pemerintiahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran Negara fRepubllk Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 leniang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerinlah Pusal dan Daerah (Lembaran Megars Republik
Indonesia Tahup 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 4438},

Undang-Undang Namor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesa Tahun 2009 Momor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesta Nomor 5048);
Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 teniang Pernbeniukan Peraluran
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2011
Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 5234);
Peraturan Pemerinlah Momor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kilab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 1983 NMomar 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Womor 3258) sebagaimana lelab diubah dengan Peraturan
Pemennlah Momor 58 Tahun 2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Momor 5145},

. Peraluran Pemerintah Nomor $8 Tahun 2005 tenlang Pesngelolaan

Keuvangan Daerah (Lembaran Megara Republlk Indonesia Tahun 2005
tyomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4578);
Peraluran Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 lenlang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4593},

. Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembaglan Urosan

Pemerirtahan antara Pemerinlah, Pemarintahan Daerah Provinsi dan
Pemarinighan Daergh  Kabupaten/Kola {Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 4737);

Peraturan Pemerinlah Nomor 69 Tahun 2010 tenlang Tata Cara Pembarian
dan Pernanfaalan Insentil Pemungulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Momer 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Peraluran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 fenlang Jenis Pajak Daerah
Yang Dipungut Berdasarkan Penelapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendirl Otgh Waljib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lambaran Negara Republik indonesia Nomor
5179j;

Peraluran Daerah Kabupaten Samosic Nomor 3 Tahun 2013 lentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkolaan (Lembaren Daerah
Kabupaten Samosh Tahun 2013 Nomor 20 Seri B Nomor 32)

MEMUTUSKAN | ... f
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Menelapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN  PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Bupati ini yang dimaksud dengan :

A
2.

o

10.

11.

12.

13

Dserah adalah Kabupalen Samosir.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemernnlahan oleh
Pemeriniah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah menurut asas
olonomi dan Tugas Pembanluan dengan prinsip otonom: seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesaluan Republik indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupali dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adatah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.

Bupali adalah Bupali Samosir.

Peraturan Bupali adatah Peraturan Bupatl Samosir.

Pajak Daerah adalah kontribusi Walib kspada Daerah yang lerutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan lidak mendapalkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperivan Daerah bagi sebesar-basarnya kemakmuran
rakyat.

Pajak Bumi dan 8angunan Perdesaan dan Perkolaan, yang selanjulnya
disebut Pajak adalah Pajak atas bumi dan/ 2tau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/ alau dimanfaalken oleh orang pribadl atau Badan untuk
Seklor Perdesaan dan Perkolaan kawasan yang digunakan untuk kegialan
lempat tinggal dan usaha, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perbutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang melipuli tanah dan perairan pedalaman
seria laul wilayah kabupalen{ kota.

Bangunan adalah konstruksi 1eknik yang dllanam alau dilekatkan secara
telap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ alau laut.

Sektor Perdesaan adalah daerah yang memiliki ciri-cii pedesaan seperti
sawah, ladang, empang iradisional.

Sektor Perkotaan adalah DesafKelurahan pada lbukola Kecamatan dan
daerah memiliki clri-cifi perkotaan seperli real estale, komplek perokoan.
industrifjasa.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalsh 8Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dlkuasal dan/atau dimanfaatkan cleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dlgunakan unluk kegiatan
usaha perkebunan, perhulanan dan pertambangan.

14, Subjek .......... i
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15,

17

18.

20,

21,

22

23.

24,

25,

26.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adalah orang
prbadi alau badan yang dapat dikenakan Pajak.

Waijib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adalah orang
pribadi atau Badan, meliputi pembaya: Pajak, pemotong Pajak, dan
pemungut Fajak, yang mempunya: hak dan Kewajiban Perpajakan sesuai
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah,

- Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung

lawab alas pembayaran Pajak, lermasuk wakil yang menjatankan hak dan
memenuhi  kewajiban  Wajib  Pajak  menurul  Kelenlusn Peraluran
Perundang-Undangan Perpajakan.

-Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

admintslrasi berupa bunga, denda alau kenaikan yang lercanlum dalam
sural keletapan Pajak alau sural sejenisnya berdasarkan ketentuan
beraluran perundang-undangan Perpajakan

Badan adalah sekumpulan orang dan/alau modal yang merupakan
kesaluan, balk yang mefakukan usaha maupun yang lidak melakukan usaia
yang meliputi perseroan lerbalas, persercan komandiler, perseroan lainys,
Badan Usaha Milik Negars {BUMM), alay Badan Usaha Milik Daerah
{BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekuluan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik. atau organisasi lainnya, lembaga dan benluk badan
lainya termasuk konlrak inveslasi kolektil.

-Jurusita Pajak adatah pelaksana lingakan penagihan Pajak yang meliputi

penagihan sekelika dan sekaligus, pemberilahvan Surat Paksa. penyilaan
dan penyanderaan.

Tahun Pajak adaiah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) lahun Kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahum buku yang lidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang terulang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, alau dalam Bagian Tahun Pajak
sesval dengan Kelenluan Peraluran Perundang-Undangan Perpajgkan
Daerah.

Sural Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjulnya disingkal SPOP, adalah
sural yang digunakan cleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan
Objek Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
Lampiran Surat Pemberllahvan Objek Pajak, yang selanjulnya disingkal
LSPOP adalah Lampiran sural yang digunakan oleh Wajlb Pajak untuk
melaporkan data Subjek dan Objek Pajsk sesuai dengan  Kelenluan
Peralran Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan lampiran tidak
terpisahkan dari bagian SPOP.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daersh, yang selanjulnya disingkal NPWPD
adalah edalah pomor yang diberikan kepada Wal)ib Pajak sebaga sarasna
dalam adminisirasi Perpajakan yang dipergunakan sobagai tanda pengenal
diri atau Idenltas Wajib Pajak dalamt melaksanakan nak dan kewajiban
Perpajakannya.

Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah idantitas Objek
Pajak dalam adminisirasi Parpajakan dan berfungs: sebagai sarana bag:
Waljib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjulnya disingkat NJOP, adalah harga rata-
rala yang diperoleh dari transaksi jual beli yang lerjadi secara wajar, dan

bilamana .. .. ../
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27

28.

29,

30.

31,

32.

33.

385.

36.

37

38.

bilamana lidak terdapal ftransaksi jual beh, NJOP dilentukan melalui
perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Mutasi Objek/Subjek Pajak adalah pendaflaran ufang Objek Pajak
dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas balk
lanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi lanah maupun bangunan.
Swial Pemberllabuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT
adalah Sural yang digunakan unluk memberitahukan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang lerutang kepada Wajib
Pajak,

Dafiar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran, yang sefanjulnya disingkat
DHKP adalah Buku Himpunan yang membual dala lokasi obyek Pajak,
alamal subyek Palak, besar Pajak Terulang dan pembayaran Pajak setiap
Desa/Kelurahan.

Surat Tanda Terima Seleran, yang selanjulnya disingkat STTS adalah buku
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Keletapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
Sural Keletapan Pajak yang menenlukan besamya jumlah pokok Pajak
yang lerutang;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukt
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupali.

Sural Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar, yang selanjulnya disingkal
SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumiah
pokok Pajak, jumlah kredil Pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumiah Pajak yang masih harus
dibayar.

. Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjuinya disingkal

SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumiah kelgbihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak
yang terutang aleu seharusnya tidak terutang.

Sural Tagihan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkal STPD adalah surat
untuk melakukan lagihan Pajak danfalau sanksi adminisiratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Kepulusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetutkan
kesalahan tuhs, kesalahan hilung danfatau kekeliruan dalam penerapan
kelenlvan tertenlu dalam Peraluran Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terulang, Sural
Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keletapan Pajak Oaerah
Nihil, Sural Ketelapan Pajak Daerah Lebin Bayar. Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Kepulusan Pembetulan, atau Sural Kepulusan Keberalan.
Sural Keputusan Keberalan adzlah surst keputusan atas keberatan
terhadap Sural Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketelapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Sural Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, alau terhadap pemolongan atau pemungulan
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib PBB-P2.

Banding adalah upaya hukum yang dapal dilakukan oleh Walib Pajak atau
Penanggung Pajak terhadap sualu Keputusan yang dapal diajukan banding
berdasarkan Peraluran Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

38, Putysan .../
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42,
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44,
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3)

Putusan Banding adalab pulusan badan peradilan Pajak atas banding
terhadap Sural Kepulusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
Pemungutan adalah sualu rangkaan kegialan mulai dari penghimpunan
dala Objek dan Subjek Pajak, penenluan besamya Pajak yang lerulang
sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajily Pajak sera pengawasan
penyeloranya,

- Sislem Manajemen Informasi Objek Pajak Burm dan Bangunan Perdesaan

dan Perkolaan alau disingkal SISMIOP adalzh sistem yang terintegrasi
untuk mengolah informasifdala Objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan
bantuan komputer. sefak dari pengumpulan dala (melalui pendaltaran,
pendataan dan penllaian), pemberian ldentitas Objek Pajak (Nomor Oblek
Pajak), perekaman data, pemeliharaan basls dala, pencelakan hasil
keluaran [anlara lain berupa Sural Pemberitahuan Pajak TerUlang Pajak
Bunu dan Bangunan Perkotaan, Sural Setoran Pajak Daerah Pajak Bumt
dan Bangunan Perkolazn dan Daftar Fhmpunan Ketetapan Pajak).
pemantauan penenmasn dan pelaksanaan penagihan Pajak, sampai
dengan pelayanan kepada Walib Pajak melalu pelayanan satu lempat.
Pemeriksaan adalah serangkafan kegiatan menghimpun dan mengolah
dala, kelerangan, danfatau Lukli yang dilaksanakan secara Objektif dan
profesional  berdasarkan sualu  standar pemeriksasn uniwk menguji
kepatuhan pemenuhan kewaflban Perpajakan Daerah danfalau lwjuan lain
dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Caerah.

Penyidikan tndak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleb Penyidik untuk mencar serla mengumpulkan
bukli yang dengan bukli iu membual lerang bndak pidana ¢ bidang
Pemajakan Daerah yang lerjadi serta mensmukan lersangkanya.

Kas Daarah adalah Kas Daerah Kabupalen Samaosir.

BAB It
KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2
Bupati berwenang melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
Unituk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayal {1).
Bupati menunjuk Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah
uniuk melakukan pengelolzan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkolaan.
Kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkolaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), melipuli :
Pelaksanaan pendallaran, pendalaan, dan penilaian Objek FPajak;
Penerbitan SPPT,
Pglaksanaan mulasi sebaglan/seluruh Oblek dan Subjek Pajak,
Penerbilan salinan SPPT;
Pezlaksanaan penerimaan pembayaran Pajak,
Pelaksanaan celak massal SPPT, STTS dan DHKP,
Penerbilan sural kelerangan NJOP:
Panentuan kemball tanggal jaluh 1empo;

~eo a0 T

Fo

i. Pemberian.,... f
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(1

(2)

(3)

(4)

(5)

i, Pemberian kepulusan alas permohonan angsuran alau penundaan
pembayaran Pajak.

| Pelaksanaan penagihan Pajak;

K. Penerbitan keputusan atas keberalan Wajib Pajak dengan nilai
tertentu;

i, Palaksangan pembeiulan. pembatalan, pengurangan ketaelapan dan
penghapusan alau pengurangan sanksi admin|slralif;

m. Pelaksanaan pengembalian kalebihan pembayaran Pajak; dan

n. Penyelesaian keberalan Walib Pajak dalam hal Pajak Terutang pahng
banyak Rp. 500.000.000.- (ima ralus jula rupiah)

BAB 1l
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN
Bagian Kesalu
Pendaltaran

Pasal 3
Pendaflaran Objek Pajak Wajlb dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara
menglsi SPOP beserta lampirannya (L-SFOP).
SPOP dan L-SPOP harus diambil sendii oleh Subjek Pajak atau
kuasanya di Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah atau
lempal lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan
Agset Daerah.
SPOP dan L-SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serla
ditandalangani dan disampalkan kepada Kepala Dinas Pendapatan,
Keuangan dan Asset Daerah selambat-lambatnya 30 {tiga puluh) hari
setelah tanggat diterimanya SPOP beserla L-SPOP olsh Subjek Pajak
atau Kuasanya.
Penyampaian SPOP dan L-SPOP unluk Subjek Pajak Persearangan
sebagaimana dimaksud pada ayal {3). melampirkan persyaralan sebagai
berikul :
a., Fotokopl Karu Tanda Penduduk (KTP);
b. Folokopl Kartu Keluarga (KK).
c. Folokopi bukii kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan lanah
{senifikat/ AJB/Girik/dokumen tain yang sejenis)
d. Fotokopl Izin Mendirikan Bangunan {IM8) bagi bangunan yang lelah
mernifiki IMB.
Penyampalan SPOP dan L-SPOP untuk Subjek Pajak  Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3), melampirkan persyaralan sebagai
barikut :
a. Folokopi idenlilas diri darl Sublek Pajak yang menandatangani SPOP
atau sural kuasa dari kuasa apabila penanda langan SPOP
dikuasakan;
Folokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya,
Fotokopi sertifikal lanah dan/atau bangunan badan usaha;

& o

Dalam hal Wajib Pajak badan menguasai, mermanlaalkan dengan
memperuas atau menambah Objek Pajak berupa tanah danfalau
bangunan, maka harus melampirkan  bukti  penguasaan  alau
permanfaatan Objek Pajak dimaksud,

@, Fotokopi ......f
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(6)

(1

(2)

3)

4)

)

(1)

(2)

(3}

{4)

e. Folokopi IMB dan apabila Subjek Pajak masih dalam proses
pengurusan maka ditampitkan landa terkma permohonan IMB dari
Instansi terkait

Benluk, isi dan tala cara pengisian SPOP dan L-SPOP sebagaimana

tercanluin dalam  Lampiran |, yang merupakan bagian yang tidak

lerpisahkan dari Peraturan Bupal ini.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 4
Pendataan Objek dan Subjek Pajak dilakukan dalam rangka Oplimalisasi
Penerimaan Pajak.
Pendataan Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Deerah dengan
menuangkanaya dalam formulir SPOP dan L- SPOP
Pendalaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditakukan dengan cara :
a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan L-SPOP;
b. Identiikasi Objek Pajak;
c Vernfikast data Objek Pajak: dan
d. Pengukuran bidang Objek Pajak.
Pendataan melalui identifkasi dilakukan pada Objek Pajak yang belum
lerdata
Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada Objek Pajak yang sudah
terdala unluk menguli kebenaran data Objek dan/alau Subjek Pajak yang
lercantum pada Daflar Nominalf dengan kondisi sebenarnya.

Pasal 5
Hasil psndalaan terhadap Objek Pajak dibenkan Nomor Objek Pajak
(NOP).
Steuktur NOP terdirl dad 18 {delapan belas) digt, dengan rincian sebagai
benkut :
Digit ke-1 dan ke-2 merupakan Kode Provinsi,
Digll ke-3 dan ke-4 merupakan Kode Kabupalen/Kola;
Digit ke-5 sampat dengan digil ke-7 merupakan Kode Kecamalan;
Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan Kode
DesalKelurahan;
e. Dlght ke-11 sampat dengan dign ke-13 merupakan Kode Nomor Urut
Blok;
f. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan Kode Nomor Urut
Objek Pajak;
g. Digit ke-18 merupakan Kode Tanda Khusus.
Unluk pemberian Nomor Kode Provinsi, Kode Kabupalen/Kola, Kode
Kecomatan dan Kode Desa/Kelurshan mengacu pada Kode Wilayah
Adminisiras| Pemerintahan,
Pemberian kode nomor urul blok dilakukan secara berurutan mulai dari
kode 001 dan diberikan secara spiral dimulai dari kiri alas ke arah kanan
kemudlan kembali ke kil dan selerusnya dengan ketenfuan sebhagai
berikul :
a. Batas blok merupakan batas alam alau buatan manusia yang lidak
berubah dalam kurun waklu yang lama seperti jalan, sungai, saluran
irigasi, saluran buangan air hujan (drainage) dan kanal;

eogow

b. Batas .. ./
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(5)

(6)

(7)

Balas blok udak melampaui batas wilayah  administrasi
DesafKelurahan,

Batas wilayah RT/RW udak perlu diperhatikan dalam peneniuan balas
blok;

Salu blok dirancang untuk dapat menampung 200 idang Objek Pajak
alay dengan luasan sekilar 15 heklar uniuk Sektor Perdesaan dan 10
hektar untuk Seklor Perkolaan;

Apabila kondisi setempal tdak memungkinkan untuk menerapkan
pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam hal jumlah
Objek Pajak dan luas lanah, maka di bawah alau di atas angka
lersebul letap diparbolehkan:

Batas blok tidak boleh diubah kecuah dalam hal yang lvar biasa,
misalnya perubahan Wilayah Administrasi Pemerintahan termasui
parubahan penggunaan lanah.

Pembenan kode nomor urut Objek Pajak difakukan secara berurulan mulay
dan kode 0001 sesuai dengan jumlah Objek Pajak dalam satu blok dan
diberikan secara splral dimular dari kiri atas ke arah kanan kemudlan
kembali ke kiri dan selerusnya

Kode landa khusus yang digunakan unluk membedakan Objek Pajak
diberlkan dengan ketenluan sebagat berlkut :

a.

angka 7, merupakan kode tanda khusus Objek Pajak yang terletak di
Desa/Kelurahan yang belum dilakukan pembeniukan basis data
SiSMIOP;

angka 8. merupakan kode tanda khusus Objek Pajak bersama yang
tarletak ol Desa/Kelurahan yang belum dilakukan pembenlukan basis
data SISMIOP;

angka 9, merupakan koda landa khusus Objek Pajak bersama yang
lerlelak di Desa/Kelurahan yang sudah dilakukan pembaniukan basis
data SISMICP;

angka 0. merupakan kode 1anda khusus Objek Pajak yang terlatak di
Desa/Kelurahan yang sudab dilakukan pembenlukan basis dala
SISMIOP

Pemberian NOP atas terjadinya mutasi Subjek Pajak dislur dengan
ketaniuan sebagai berikul -

a.

NOP unluk Objek Pajak apablla terjadi mulasi seluruh Objek Pajak

kepada satu Subjek Pajsk adalah teiap stau lidak berubah;

Pemberian NOP apabila terfadi mutasi seluruh Objek Pajak kepada

beberapa Subjek Pajak adalah :

1} NOP asal diberikan unluk salu Subjek Pajak;

2) NOP uniuk bidang Objek Pajak yang dimulasikan kepada Subjek
Pajak fainnya diberikan NOP baru dengan menggunakan kode
nomor urut Objek Pajak setalah kode nomor urut Oblek Pajak
lerakhir dalam blok letak Objek Pajak

Pemberian NOP apabila terjadi mutasi sebagian Objek Pajak kepada

satu atau beberapa Subjek Pajak adalah :

1) Bagian bidang Objek Pajak yang lidak dimulasikan menggunakan
NOP asal,

2) Bidang Objek Pajak yang dimulasikan dibenkan NOP dengan kode
nomor viut Objek Pajak setelah kode nomor urut Objek Pajak
lergkhir dalam blok letak Objek Pajak:

3)Datam.... .. {
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(8)

{9

(10)

{11)

8}
(2)

3} Datam hal salu bidang Objek Pajak yang dimulasikan kepada
Subjek Pajak lainnya (misainya Subjek Pajak A), Lerbalasan
dengan bidang Objek Pajak lainnya yang tefah memiliki NOP atas
nama Subjek Pajak yang sama {Subjek Pajak A) dan dijadikan
salu, NOP slas Objek Pajak tersebut mengikuti NOP bidang Objek
Pajak atas nama Subjek Pajak A:

4} Dalam hal salu bidang Ohjsk Pajok yang dimutasikan kepada
Subjek Pajak lainnya (misalnya Sublek Pajak A), berbatasan
dengan bidang Objek Pajak lainnya yang letah memiliki NOP alas
nama Subjek Pajak yang sama {Subjek Pajak A) dan ndak
digabung, diberikan NOP mengikuli ketentuan pads nomor 2

Penghapusan NOP dapat ditakukan apabila Objek Pajak mengatami hat-

hal sebagai berikul :

a. Faklor alam, anlara lain, erosi, luapan lumipor,

b Penggabungan dua alau lebih Objek Pajak yang lerlelak berbatasan
dengan Subjek Pajak yang sama;

¢. Kasalahan pemberian NOP padz  Oblek Pajzk, sshingga
menyebabkan salu Objek Palak diberikan dua NOP {double NOP),

Pembaerlan NOP apabila terad pemekaran Provinsl, Kecamatan dan

Desa/Kelurahan dilakukan dengan keteniuan sebagal berikut :

a. Kode unluk Provinsi, Kecamalan dan Dasa/Kelurahan asal adalah
tatap memakai kode yang tama;

b. Kode untuk Provinsl, Kecamatan dan Desa/Kelurahan baru hasi
pemekaran adalah meneruskan kode Provinsi, Kecamalan dan
DesalKelurahan l\erakhir dari  kode Provinsi, Kecamalan dan
Desaikelurahan masing-masing.

Pamberian NOP apablla (erfadi nenggabungan Provinsl, Kecamalan dan

Desa/Kelurahan dilakukan dengan kelentuan sebagai berkul :

a. Provinsi, Kecamalan dan DesaKelurahan hasit penggabungan
menggunakan nama dari salah salv Provinsl, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan yang digabung, maka kode Provinsi, Kecamalan dan
DesafKelurahan basil penggabungan menggunakan kode Provinsi.
Kecamalan dan Desa/Kelurahan asal yang namanya masth dipakai,

b. Provinsi, Kecamalan dan Desa/Kelurahan hasit penggabungan Udak
menggunakan nama dan salah satu Provinsi, Kecamalan dan
Desa/Kelurahan yang digabung, maka kode wilayah  Provinsi,
Kecamalan dan DesafKelurohan mengikuli kelentuan pada ayal (9)
poin b.

Pemberian NOP alas Penambahan blok baru yang berasal dari wllayah

DesafKelurahan lain diberikan kode blok setelah kode blok lerakhir dalam

wilayah Desa/elurahan yang bersangkulan,

Bagian Keliga
Penflaian
Paspi 6
Penilaian merupakan kegistan dalam rangka menelapkan NJOP
Kegialan penilaian dapat dilaksanakan melalui |
& Penitalan massal, dimana nilai jual Objek bumi dihilung berdasarkan
nital indikasi rala-rala yang lerdapal pada seliap zona nilar lanah
{ZNT} sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Dallar Biaya
Kompanen Bangunan (DBK8); dan

b Penitaian., . ¢
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(3

(4)

()

{6}

(7

@)

@

b. Penilalan Individual dilerapkan pada bangunan Qbjek Pajak umum
yang bemila linggi atau Objek Pajak khusus.

Kegiatan Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayal (2) hurul a

dapat difakukan dengan dua pendekatan penilalan, meliputi

a. Penilalan massal tanah dengan Nitai Indikasi Rala-rala {NIR) Tanah,
dan

b. Penilaian massal tangunan dengan menyusun DBKB Objek Pajak
slandar

Kegiatan penilaizn Individual sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hurul

b dapat dilakukan dengan liga pendakatan penilaian, melipuli |

a. Pendekalan dala pasar yailu pendekalan yang dilakukan dengan cara
membandingkan Objek Pajak yang skan dinitai dengan Objek Pajak
lain yang sejenis yang nilai jualnya sudabh diketahui dengan melakukan
beberapa penyesuaan,

b. Pendekatan biaya yaitu pendekalan yang dilakukan unluk penliaian
bangunan dengan cara memperhitungkan  biaya-biaya vyang
dikeluarkan unluk membangun baru dikurangt dengan penyusulan;

c. Pengdekatan kaphalisasi pendapatan yate pendekalan yang dilakukan
pada oblek-objek yang menghasilkan {komersil} dengan cara
menghilung alau memproyekslkan seluruh pendapatan atau sewa
dalam satu tahun ternadap Oblek Pajak dikurangl dengan
kekosongan, biaya aperasional, dan hak pengusaha

Panllaian Massal sebagalmana dimaksud pada avat (2) huruf a dilakukan

terhadap Objek Pajek slandar yaitb Objek Pajak dengan kriteria sebagal

berikut :

a. Luas tamah 10000 m? (lebih kecl alau sama dengan sepulub riby
meter parsegi).

b. Jumlah laniai bangunan 4 (lebih kecit atau sama dengan empal
lantaly;

¢. luas bangunan  1.000 m* (lebih kecil alav sama dengan dengan
senbu meler persegi).

Penilalan individual sebagaimana dimaksud aval {2) huruf b dilakukan

lerhadap Objek Pajak Non Standard dan Objek Pajak Khusus. .

Kriterita Objek Pajak Non Slandar sebagaimana dimaksud pada ayal (6)

agdalah sebagai berikul :

a. Luas tanah > 10.000 m? {lebih dari sepulub nbu meter persegi),

k. Jumlah lantai bangunan > 4 {lebih dari empal laniai);

¢. Luas bangunan > 1,000 m? {lebih dari seribu meter perseg)

QObjek Pajak Khusus sebagalmana dimaksud paga ayat (7) melipul :

Jalan tol;

Bandar udara dan pelabuhan laut,

Galangan kapal dan dermaga;

Stasiun kereta apl;

PembangkH Listrik Tenaga Uap (PLTU},

Tempat penampungan/kilang minyak, alr dan gas, pipa minyak;

Menara Base Transceiver Stalion (BTS),

Taman rekreasi;

. Lapangan gol.

Penilaian berdasarkan pendekatan sebagairana dimaksud pada ayal (4),

dapat dilakukan melalui proses yang menggunakan bantuan komputer

{computer assisted valuzlion) atau disingkat CAV dengan krileria yang

talah ditentukan dalam SISMIOP.

mFe 000 O

Pasal 7......../
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FPasal 7
Oinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah dapat melakukan Kegalan

yang berkailan dengan Kebljakan Pengembangan dan Peayempurnaan
SISMIOP

Pasal 8

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara -

a. Pasil, yatu Keglatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh pelugas
Dinas Pendapatan. Keuangan dan Assr! dnherah berdasarkan laporan yang
diterima dari Walib Pajak dan/atau PsjabaVinstansi terkait pelaksanaannya.

D. ANl yailu Kegiatan pemeliharaan basis data yang ditakukan oleh Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Assel Daersh dengan mencocokkan dan
menyasuaikan dala Objek Pajak dan Sublek Pajask yang ada dengan
keadaan sebenamya di lapangan alau mencocokkan dan menyesuakan
MNJOP dengan rala-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannysa
sesuai dangan prosedur pembentukan basis dala.

Pasal 9
Sellap Pelugas alau Tenaga ARl alau Instansi yang dileiapkan oleh Dinas
Pendapalan, Keuangan dan Assel Daerah unluk melaksanakan Keglalan
Pendallaran, Pendataan dan Penilalan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam
rangka pembenlukan danfatau pemeliharaan basis data SISMIOP  wajib
merahasiakan segala sesuvalu yang diketahvinya atau diberilahukan oleh Wajib
Palak sesuail Ketenluan Peraluran Perundang-undangan Perpajakan Daerah,

Pasal 10

(1)  Dalam melakukan Kegialan Pendaflaran, Pendalaan dan Penilaign Objak
Pajak dan Subjek Pajak dalam  rangka pembentukan  danfalau
pemeliharazan basis dala S{SMIOP, Dinas Pendapalan, Keuangan dan
Assel Daerah dapal bekerjasama dengan Kanlor Pertanahan danfatau
Inslans: lain yang lerkail.

{2) Pendalzan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka
pembenlukan danfalauy pemeliharaan basis dala SISMIOP dapal dilakukan
oleh Pihak Keliga yang memenubi persyaratan teknls yang ditentukan.

BAB IV
PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 11
Fetugas Pemungut Pajak adalah Pejabat dan Pengawal Saluan Kerja
Perangkal Daerah yang lugas pokok dan fungsinya melaksanakan permungutan
Pafak sesual dengan tanggung jawab masing-masing.

8AB Y
TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SPPT DAN SKPD

Bagian Kesalu
Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPPT

Pasal 12 . ...
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Pasal 12
Berdasarkan SPOP dan L-SPOP, Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assel
Daerah menerbitkan SPPT yang merupakan ketelapan Pajak Terulang yang
harus dibayar dalam 1 (salu) tahun Pajak.

Pasal 13
(1) Formulir SPPT berisi informas: sebagai berikut :
a. Hataman depan:
1. Pemennlah Kabupaten Samosir dan Dinas Pendapatan, Keuangan
dan Asset Daerah;
2. Informasl berupz tuksan ‘SPPT PBB hanya untuk kepenlingan
Pajak bukan merupakan Bukti Kepemifikan”,
Kode Akun:
Tahun Pajak dan Jenls Seklor Pajak,
Nomor Objek Pajak (NOP):
Letak Objek Pajak;
Nama dan Alamatl Wa|ib Pajak;
Nomor Pokok Walfib Pajak;
9. Objek Pajak;
10. Luas Bumi danfatau Bangunan;
11. Kelas Bumi dan/alau Bangunan;
12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
13 Tolal NJOP Bumi dan/atau Bangunan,
14. NJOP sebagal dasar pengenaan PBB;
15. Nilal Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk penghilungan PBB;
17. PBB yang terutang;
18. PBB yang harus dibayar.
18. Tanggal Jatuh Tempo; dan
20. Tempal Pembayaran;
21. Tanggel diterima;
22. Nama dan Tanda Tangan penenma.
b Hafaman belakang :
- 1. Nama pelugas penyampal SPPT;
2. Tanggal penyampaian:
3. Tanda tangan pelugas, dan
- 4. Informasi lainnya.
{2) Formulir DHKP berisi informasi sebagal berikut -
a. Nama Wajib Pgjak;
b. Letak Objek Pajak;
¢. Nomar Objek Pajak; dan
d. Pembayaran Pajak Terhutang per Desa/Kelurahan.
{3) SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan (2)
menggunakan formulr kertas;
{4) Formuiir dan Spesifikasi Teknis SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercanlum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang
tidak 1erpisahkan dari Persturan Bupali ini.

1
@ N; G s

Pasal 14
{1) SPPT diterbitkan melalui :
a. Pencelakan massal; slav
b. Pencetakan dalam rangka :

1. Pgmbuatan......./
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{2

(3)

(4)

(1}

(2)

{3)

(4)

{1

{2)

(3

1. Pembusatan salinan SPPT;
2. Penarbitan SPPT sebagai undak lanul sualu Keputusan, yail
Kepuiusan Keberalan atau Keputusan Pembeiuian.

3. Tindak lamut dari pendallaran Objek Pajak bary, dan
4. Mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak,

SPPT diterbitkan unluk seliap Objek Pajak yang NJOPnya lebih besar dan

NJOPTKP, kecuali fasililas umum

Penandatanganan SPPT dapal dilakukan dengan .

a. Cetakan Tanda Tangan unluk Buku Kelelapan | Wl dan 1Ii;

b. Tanda Tangan Basah unluk Buku Kelelapan IV dan ¥,

Pengyotongan Buku Keletapan |, I, I, 1V dan V sebagaimana dimaksud

pada ayal {3) poin a dan b adalah sebagal benkut ©

a. Buku Kelelapan | adalah Ketetapan dengan Nilai  Rp. 100.000 -,

b Buku Ketetapan Il adalah Ketelapan dengan dialas dari Rp. 100.001.-
sampal dengan Rp. 500.000,-,

c. Buku Kelelapan Il adalah Kelelapan dengan Nilai diatas dari Rp.
550.001 - sampai dengan Rp. 2 000.000,-,

d. Buku Ketelapan IV adalah Katetapan dengan HNilai diatas Rp.
2.000.001 sampai dengan Rp. 5.000.000 -

e Buku Keletapan V adalah Kelslapan dengan HNilai dialas Rop.
5.000.000,-.

Pasal 15
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daersh menyampalkan SPPT
dan DFIKP Buku Kelelapan |, Il dan Il kepada Camal ¢ serlai Benla Acara
Penerimaan SPPT dan DHKP,
Paling tambat 7 {tujuh) hari setelah SPPT dan DHKP Buku Keletapan (M
dan 1l dilerima, selanjuinya SPPT dan DHKP dimaksud disampatkan
kepada Kepala Desaflurah disertal Berlta Acara Penerimaan SPPT dan
DHKP.
Paling lambal 14 han selelah SPPT dan DHKP Buku Ketetapan |, )l dan 1]
diterima Kepala DesafLurab, SPPT dimaksud sudah harus diterima Walib
Pajak
Unluk SPPT Buku Keletapan IV dan V disampaikan langsung oleh Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 16
Sebagal bukli bahwa Wajib Pajak lelah menerima SPPT, maka struk SPPT
harus dilandalangani oleh Wajib Pajak alaw  wakilnya dengan
mencantumkan secara Jelas nama dan langgal ditenmanya SPPT
dimaksud.
Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berada pada bagian
pawah SPPT, selanjutnya disampalkan kepada Dinas Pandapalan,
Kevangan dan Assel Daerah.
Pelugas Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assel Daerah menghimpun
slruk SPPY yang dilerima darl Wajib Pajak, kemudian dicalat datam dallar
rekapitulasi penyampalan SPPT.

Bagian Kedua ....... !
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2)

1)

{2)

(3)

i1

@

Bagian Kedua
Sabnan SPPT

Pasal 17
Atas dasar balum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat
mengajukan parmohonan penerbilan salinan SFPT.
Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT adalah sebagat
berikul :
a. Sural Permohonan Penerbilan Salinan;
Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah:
Folokepi STTS lahun sebelumnya,
Folokopl karlu tanda identitas pemohon (KTP/SIM): dan
Sural Kuasa bermateral sekurang-kurangnya Rp. 6.000,-(enam ribu
rupiah} apabila dikuasakan.;

@ a o o

Bagian Ketlga
Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek PBB-P2

Pasat 18

Atas dasar pengalihan Objek PBB-P2, Wajib Pajak dapal meangajukan
permohonan mutagl sebaglan/seluruhnya Objek dan Subjek Pajak .
Kelengkapan permohonan mulasi Objek dan Subjek Pajak adalah sebagai
berlkut :
Surat permohonan mulash;
Bukii perolshan/pengaliban Objek Pajak;
Bukii lunas PBB lahun sebalumnya danialau tahun berjalan;
Mengisi SPOP dan LSPOP,
Folokopi SSPD BPHTE,
Fotokepi Identitas dirl;
Fotokopi bukti kepsmilikan/pangy nfpemanfazlan Lanah
{sertifikal/AJB/Girik dokumen lain yang sejenis).
h. Sural kuasa bermateral sekurang-kurangnya Rp. 6.000

{enam ribu ruplah) apabila dikuasakan,
Penyelesaian mutasi sebagianiseluruh Objek dan Subjek Pajak dilakukan
melalul  penelitian  kantordapangan  unluk selanjulnya  ditakukan
pemutakhiran dala bidang.

© m9o o0 g

Baglan Keempal
Pencetakan Massal SPPT, STTS dan DHKP

Pasal 19

Pencetakan massal SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat {1}
huruf a, pencelakan massal STTS dan pencelakan massal DHKP (Daflar
Himpunan Ketelapan Pajak) dilakukan setelah ditetapkannya Keletapan
Pajak Bumni dan Bangunan.

Pencelakan massal SPPT, STTS dan DHKP sebagamana dimaksud
pada ayat (1) selesai dilaksanakan salambal-lambatnya langgal 31 April
pada seliap tahunnya,

Bagian Kelima, .../
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Baglan Kelima
Sural Kelerangan NJOP

Pasal 20
{1}  Wajib Pgjak yang belum menerima SPPT danfalau STTS selama proses
pencelakan maseal sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18, untuk tujuan
penghitungan BPHTB dan Pajak Penghasilan dari pengatinan Hak alas
Tanah danfalau bangunan, maka dapat mengajukan Permaghonan Sural
Kelerangan NJOP.
{2) Permphonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diaukan kepada
Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assel Daerah
a. Unwk Objek Pajak yang terdaflar dan bukan fasilitns mum dilengkaps
dengan folokopi SPPT tahun sebelumnya;

b Untuk Objek Pajak yang belum terdaflar dan bukan fasilltas umum
dilengkapi dengan :
1. SPOP yang lelah diist dengan jelas, benar, dan lengkap sera

ditandalangani;

2. Folokopi salah salu identitas Sobjek Pajak,
3. Fotokopl salah saly bukl sural tanah, dan
4. Fotokopifzin Mendirikan Bangunan;

¢. Untuk Objek Pajak yang iefah lerdafllar dan merupakan fasifilas umum
ditlengkapi dengan fotokopi buki kepemilikan alau penguassan aias
lanah danfalav bangunan: dan

d Dalam hal diajukan oleh kuasa Wajlb Pajak harus dilengkapl dengan
Sural Kuasa bermateral sekurang-kurangnya Rp. 6.000.- {enam ribu
rupiah),

(1) Terhadap Objek Objek Pajak yang belum lerdallar sebagamana
dimsksud pada ayal (2) huruf b, sebelum dilerbilkannya Surat Kelerangan
NJOP teriebin dahulu ditakukan Pendafiaran Objek PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

{4) Dalam hal permohonan Surat Kelerangan NJOP dilenma ofeh Dinas
salelah dilerbilkannya SPPT, maka dilindaklanjuti dengan mengarahkan
Wajib Palak unluk mengajukan permohonan salinan SPPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 17.

{5) Kepala Dinas Pendopalan, keuvangan dan Assel Daerah. menerbikan
Surat Kelgrangan NJOP selambal-lambalnya :

a. 1 (saw) harl kerja sejak berkas permohonan dilerima secara lengkap,
dan
b Untuk Objek PBB yang belum lerdaflar sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) huruf b adalah :
1. 3 (liga) har kerja selak berkas permohonan dilerima lengkap,
dalam hal tidak diperlukan penelibhan lapangan; dan
2. 8 (delapan} harl kerja sejak berkas permohonan dilerima lengkap,
dalam hal diperlukan penelllan lapangan.

Bagian Keenam
Tala Cara Penerbilan dan Penyampaian SKPD

Pasal 21
{1) Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Dagrah  dapal
menerblikan SKPD secara jabalan Jika :.
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(2)

(3)

(4}

(5)

()

Q)

(3)

(4)

(5)

a. SPOP dan LSPOP tdak disampaikan selambat-lambalaya 30 (liga
puluh) hari kerja selelah tanggal diterimanya SPOP dan selelah Wajib
Pajak ditegur secara tertulis;

b. SPOP dan LSPOP yang disampaikan alau dilaporkan lelapl dilsi tidak
benar alau lidak lengkap yang berakibal jumlah Psjak datam SPPT
lebih kecil dari PBB-P2 yang seharusnya terutang.

Penerbilan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayal {(2) poin & dan b,

dikenakan sanksi adminisirasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh

Ima persen) dari pokok Pajak.

SKPD harus dilunasl oleh Wajib Pajak dalam jangka waklu 30 {liga puluh)

hari se|ak tanggal dlterbiikannya.

SKPD sebagamana dimaksud dalam ayal (1) harus disampalkan kepada

Waljib Pajak -

a. Secara langsung,

b. Melalui pos dengan bukli pengliman surat;slau

¢. Melalui perusahaan Jasa ekspedisi atau jssa kudir dengan bukli
pengiriman surat.

Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I, yang merupakan baglan yang tidak lerpisahkan dari

Peraturan Bupali ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesalu
Jaluh Tempe Pembayaran

Pasal 22
Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Terutang berdasarkan SPPT
alau SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberalan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang
harus dibayar bertambah,
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditakukan oleh Wajib
Pajak melalul Petugas Pemungut, bank yang dilunjuk Bupati sebagai Kas
Daerah atau tempat lain yang dilunfuk Bupali.
Jaluh tempo pembayaran SPPT ssbagalmana dimaksud pada ayal (1)
adalah tanggal 31 Seplember pada seliap lahunnya.
Jawh tempo pembaysran SPPT, SKPD, STPD, Sural Keputusan
Pembelulan, Sural Kepulusan Keberalan, dan Pulusan Banding, yang
menyebabkan jumlah Pajek yang harus dibayar bertambah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah 1 {salu) bulan sejak dilerbitkan.
Pajak Terutang yang pada saal jatuh tempo pembayaran tidak dibayar
alau kurang dibayar dikenakan senksi adminisiralil berupa denda 2% (dua
persen) per bulan yang dihilung darl saat jaluh tempo sampal dengan harl
pembayaran untuk jangka waklu paling lama 24 (due puluh empat) bulan.

Bagian Kedua
Pembayaran Melalul Pelugas Pemungut

Pasal 23 .../
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{4)
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&

(4)

(5)

(6}

(1)
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Pasal 23
Wajib  Pajak  membayar Pajak  Terulang dengan  menunjukkan
SPPT/SKPD pada petugas pemungul.
Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksod pada ayal {1}, petugas
pemungul memberikan landa bukl pembayaran semenlara.
Peluges pemungut menandatangani tanda bukti pembayaran sementara
sebagai bukli pembayaran yang dilakukan oleh Walib Pajak.
Pajak yang lelah dibayarkan oleh Wajib Pajak harus disetor ke bank paing
lamibal 1 x 24 jam, kecuali pada hari libur, penyetoran dilakukan pada han
kerja berikuinya,
Petugas penerima pembayaran pada bank menandatangani STTS/SSPD
alas penyeloran yang dilakukan oleh petugas pemungul,
Pelugaz pemungul menerima STTS/SSPD  dari pelugas penrenma
pembayaran pada bank sebagai bukli lelah melakukan penhyeloran,
Pelugas pemungut memberikan STTS/SSPD kepada Wajib Pajak sebagai
bukli telah melunasi Pajak Terulang,

Bagian Keliga
Pembayaran tefalui Bank

Paal 24
Wajib Pajak  membayar Pajak Terulang dengan menunjukkan
SPPT/SKPD kepada pelugas penerima pembayaran pada bank.
Pelugas penenma pembayaran pada bank menandalangani STTS/SSPD
alas penyeloran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
Wajib Pajak menerima STTS/SSPO dari pelugas penerima pembayaran
pada bank sebagal bukti telah lelah melunasi Pajak Terutang.
Pembayaran Pajak Terulang pada bank yang menggunakan bilyel giro,
cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyalakan sah apabila telah
dibukukan pada Kas Daearah,
Bentuk dan isi formulir pembayaran yang dikeluarkan oleh Bark yang
dilunjuk sebagar lempal pembayaran Pajak Terulang sebagsimana
dimaksud pada ayal (4) dipersamakan dengan STTS/SSPD,
Benluk dan isi formulr STTS dan SSPD sebagal landa bukl pembayaran
Pajak Terutang tercanium datam Lampran 1V, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahksn dari Peraturan Bupali ini.

Bagian Keliga
Penentuan Kembali Jaluh Tempo Pembayaran

Pasal 25

Alas dasar ketertambalan diterimanya SPPT tahun berjalan Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan penenluan kembali tangga! jalub lempo.
Alasan kelerlambatan dilerimanya SPPT sebagaimana dimzksud pada
ayal (1) yang disebabkan bukan karena kesalahan Waiib Pajak.
Permohonan penenluan kembali tanggal jaluh lempo disjukan secara
lerlulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapl persyaralan sebagai
berikut :
a. SPPT yang sudah dilerima yang dilengkapi dengan langgal bukii

peERerimaan,

b Sural .t
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(n

)

(3)

4)

9]

{2)

(3)

M

b Sural Kuasa bermaterar sekurang-kurangnya Rp. 6.000,- (enam ribu
ruplah) apabila dikuasakan; dan
c. Fotokopi Idenlilas Wajib Pajak dan/alau Kuasa Waljib Pajak

8AB VI
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 26
Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Dinas Pendapalan dan Asset Daerah untuk mengangsur atau menunda
pembayaran Pajak yang masih harus dibayar yang selanjutnya disebul
Ulang Pajak, dalam hai Wajlb Pajak mengaiami kesulitan likuiditas atau
mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak lidak akan
mampu memenuhi kewaliban Pajak pada waktunya.
Dalam hal Walib Pajak disetujui untuk mengangsur alau menunda
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) kecuali STPD, Wajib
Pgjak dikenai sanksi administralif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dihlung sejak jatuh iempo pembayaran sampai dengan
pembayaran angsuran/pelunasan.
Permohanan Wajlb Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
diajukan secara terwlis paling lama 10 (sepuluh) had kerfa sebeium jaluh
lempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukli yang mendukung
permchonan, serla :
a. Jumlah pembayaran Pgajak yang dimohon unluk diangsur, masa
angsuran, dan basamya angsuran; atau
b. Jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka
waklu penundaan .
Jangka waklu sebagalmana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilampauvi
dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaaan Wajib
Pajek sehingga Walib Pajak tidak mampu melunasi Utang Psjak tepat
pada waktunya.

Pasal 27
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daersh kecuali
apabila Kepala Dinas Pendapalan Keuangan dan Asset Daersh
menganggap tidak periu,
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat berupa Garansi
Bank, Surat’/Dokumen Bukli Kepemilikan Barang Bergerak, Penanggungan
Utang oleh Pihak Keliga, Senifikal Tanah alau Sertifikat Daposilo.
Wajib Palak yang mengajukan permchonan dalam jangka wakiu yang
melampaui jangks waktu sebagaimana dimaksud dalem Pasal 26 ayat (3)
harus memberkan Jaminan berupa Garans! Bank sebesar Ulang Pajak
yang dapat dicairckan sesval dengan Jangka waklu pengangsuran alau
penundaan,

Pasal 28
Angsuran atas Ulang Pajak dapat diberikan untuk paling tama 12 (dua
helas) bulan sejak dilerbilkannya Surat Keputusan Perselujuan Angsuran

Pembaysran ._..... !
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(2)

(n

?)

(3)

(4}

(5)

4}

{2)

(3)

()

]

Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1
(satu) bulan, unluk permohonan angsuran atas Ulang Pajak yang masih
harus dibayar,

Penundaan atas Utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan  sejak  dilerbilkannya  Sural  Keputusan  Penundaan
Pembayaran Paiak unluk permohonan penundaan alas Ulang Pajak
berupa Pajak yang rasih harus dibayar

Pasal 29
Besarnya pembayaran angsuran alas Utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayal (1) ditelapkan dalam jumiah Ulang Pajak unluk liap
angsuran.
Besamya pelunasan alas penundaan Utang Pajak sebagairmana dimaskud
dalam Pasal 28 ayal (2} ditelapkan sejumlah Utang Pajak yang dilunda
pelunasannya
Bunga yang limbul akibal angsuran sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
alau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dihitung
berdasarkan salda Utang Pajak.
Bunga sebagalmana dimaksud pada ayat {3) ditagih dangan menerbilkan
STPD pada sellap langgal jalubh lempo angsuran, jatuh lempo penundaan
atau pada tanggal pembayaran.
Bunga sebagaimana dimaksud pada ayal (3) irdak dikerakan lerhadap
angsuran alau penundaan atas pembayaran STPD,

Pasal 30

Setelah mempertimbangkan alasan berlkul bukli pendukung yang dialukan

oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat {3} hurul a

dan b, dalam jangka waklu 14 (empat belas) hari kerja seielah langgal

diterimanya permchonan secara lengkap dilerbilkan Surat Kepuiusan.

Sural Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal {1) dapal berupa

a.  Menyeijui jumlah angsuran Pajak dan/alau masa angsuran alau
lamanya panungaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b Menyelujui jumiah angsuran Pajak danfalau masa angsuran alau
lamanya penundaan sc=uai dengan perimbangan Kepata Dinas
Pendapalan, Keuangan dan Asset Daarah; atau

<. menelak permohonan Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka wakiy 14 {empal belas) har kerja sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) lelah ledampaui dan tidak diterbilkan sualy

kepulusan, parmohonan diselujui sesuai dengan penmohonan Wajib Pajak
dan Swral Kepulusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran

Pajak harus dilarbitkan paling lama 10 {sepuluh) hari kerja selelah jangka

waktu 14 {empal belas) hari kedja tersebul berakhir.

Datam hal permchonan Wajib Pajak diselujui, Kepata Dinas Pendapatan,

Keuangan dan Assel Daerah menerbitkan Surai Kepulusan Perselujuan

Angsuran  Pembayaran Pajak atav Sural Kepulusan Persetujuan

Penundaan Pembayaran Pajak.

Oalam hal permohonan Wajily Pajak dilolak sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) huruf ¢, Kepala Dinas Percapatan, Keuangan dan Assel Daerah

menegrbilkan  Surat  Kepulusan  Penolakan  Angsuran/Penundaan

Pembayaran Pajak.

Pagal 31 . ... f
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Pasal 31

Datam hal terbadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permobhonan
unluk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dilerbilkan SKPOLB
pengembahan kelebhan pembayaran Pajak danfatau pembenan imbalan
bunga tersebut lerlebih dahulu diparhilungkan dengan sisa Utang Pajak
yang belum disngsur alau yang dilunda pembayarannya sesuval dengan
kelanluan Peraluran Perundang-Undangan Pajak Daerah.

Dalam hai besamya kelabuhan pembayaran Pajak danfalav pembenan

imbalan bunga lebih kecll dan Utang Pajek yang belum diangsur, besarnya

angsuran gan sisa Ulang Pajak ditetapkan kembali dengan ketenluan :

a. Jumlab pokok dan bunga selap angsuran hdak lebdh dan jumlah seliap
angsuran yang lelah disetujui: dan

b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang
telah diselujui.

Penetapan kemball besamya anésuran danfatau  masa angsuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan .

a. Memberilahukan kepada Wajib Pajak tentang
pemindahbukuanfpsmbayaran dan perubahan saldo Utang Pajak sarta
perminlaan usulan perubahan angsuran;

b. Wajlb Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling
lama 10 {sepuluh) har kerja sejak tanggal penerbitan Sural Pennlah
tMembayar Keleblhan Pajak (SPMKP).

c. Menerbitkan Surat Kepulusan Persslujuan Angsuran Pembayaran
Pajak yang juga berfungsi sebagal pembatalan Sural Keputusan
Parsatujuan Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan
yang disampaikan oleh Wajlb Pajak paling lama 10 {sepuluh) hari karja
sejak tanggat diterimanya usutan Waljib Pajak.

Dalam hal sampai dengan balas waklu sebagaimana dimaksud pada ayat

{3) huruf b Kepala Dinas Pendapatan, Kevangan dan Assel Daerah tidak

menegrima usulan perubaban angsuran dar Wajib Pajak, Kepala Dinas

Pendapatan, Keuangan dan Asset Dasrah dapal menerbilkan Surat

Kepulusan Perselujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :

a. Nilal angsuran adalah sebesar sisa Utang Pajak dibagl dengan sisa
masa angsuran; dan

b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang diseluju.

Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayal (4) berfungsi sebagal pembatalan alas Sural

Kepulusan Perselujuan Angsuran Pembayaran Pajak sabelumnya.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak danfatau pembarian

impalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak yang

ditunda, Walib Pajak latap melunasi sisa Ulang Pajak lersebul paling lama
sesual dengan jangka wakiu penundaan,

Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak, Surat

Kepulusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak, Sural Keputusan

Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dan Sural Keputusan Menolak

Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak tercanium dalam Lampiran V,

yang merupakan bagian yang tidak temisahkan dari Peraturan Bupall ini.

BABR VI .../
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BAB VIl
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Pasat 32
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menerbitkan
STFD apabila :
a. Pajak dalam tabun berjaian lidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasll penelflian SPPT/SKPD, terdapal kekurangan pembayaran
sebagai akibal satah s dan atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrast berupa bungs danfatau
denda
Jumlah kekurangan Pajak yang lerulang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a dan hural b, ditambah dengan sanksi
adminslras: berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan unluk
jangka waklu paling lama 24 (dua puluh empal) bulan sejak saat
lerulangnya Pajak.
Sanksi adminislresi berupa denda dan/alau bunga yang dilagih
berdasarkan STPD sebagaimana dimaksudg dalam ayal (1) huro! ¢
lermasuk sankst adminlsirasi berupa dendn sebesar 50% (lima puivh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat {4) Peraturan
Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 lenlang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Parkolaan dan sabesar 100 % (seralus persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (5) Perawran Daerah
Kabupaien Samosir Nomer 3 Tahun 2613 lenlang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkolaan
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercanlum datar Lamplran VI,
yang merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Peraluran Bupati ink

BAB IX
PENAGIHAN

Bagian Kesaly
Tala Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Sural Paksa Dan
Pelaksanaan Penaginan Sekelika Dan Sekaligus

Pasal 33

Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assct Daerah melaksanakan
Penagihan Pajak datam hal Ulang Pajak sebagaimana tarcanturn dalam SKPD,
SKPDKB, STPD, Sural Kepuiusan Pembelulan, Sural Ke'pulusan Keberalan,
Pulusan Bandmg, serla Pulusan Peninjauan Kembah, yang menyebabkan
jumiah Pajak yang harus dibayar berlarmbah, dak dilunasi sampai dengan
tanggal jaluh ternpo.

{n

{2)

{3)

Pasal 34
Penagihan Pajak sebagaimanma dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan
dengan iedeblh dahulu menerbitkan Sural Teguren oleh Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah,
Sural Teguran sebagaimana dimsksud pada ayal (1) lidak diterblikan
terhadap Penanggung Pajak yang lelah diselujul untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Pajak.
Sural Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercanlum dalam Lampiran
VII, yang merupakan bagian yang ligak lerpisahkan dar Peraturan Bupah
nl,

{4y STPD . !
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Pasal 35
Surat Teguran sebagamana dimaksud pada Pasal 34 ayat {1) dilerbilkan
apabila Utang Pajak sebagaimana lercanlum dalam SKPD, SKPDKB8, STPD,
Surat Keputusan Pembelulan, Surat Keputusan Keberatan, Pulusan Banding,
seria Putusan Peninjavan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang
harus dibayar bertambah, tidak dilunasi setalah 7 (ljuh) hari sejak saal jaluh
tempo pelunasan.

Pasal 36
Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat
ditakukan :
a. secara langsung;
b. melalui pos;atau
¢. melalui perusahaan jasa ekspedisi stau jasa kunr dengan Lukii pengiriman
sural,

Pasal 37
Apabila jumlah tang Falak lidak dilunasi olsh Penanggung Pajak setelah lewat
waklu 21 (dua puluh satu) har sejak langgal disampalkan Surat Teguran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Surat Pskss dilerbitkan oleh Kepala
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah dan diberitahukan secara
langsung oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
Pasal 38
{1} Jurusila Pajak Dasrah melaksanakan Fenagihan Seketika dan Sekaligus
lanpa menungou langgal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat

Perinlah Panagihan Sekalika dan Sekaligus yang diterbilkan Kepala Dinas

Pendapalan keuangan dan Assel Daerah apablla -

a. Penanggung Pajak akan meninggalksn Indonesia unluk selama-
lamanys atau bamiat uniuk ilu;

b. Penanggung Pajak memindahlangankan barang yang dimiliki atau
yang dikuasai dalam rangka menghentikan slau mengacilkan kegialan
perusahaan atau pekerjean yang dilakukannya di Indonesia;

c. Terdapal tanda-landa bahwa Penanggung Fajak akan membubarkan
badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha,
alau  memindahtangankan perusahan yang dimiliki  atau yang
dikuasainya, alau melakukan perubahan bentuk fainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan aleh Negara; atau

e. Terjadi penyitaan atas barang Pananggung Pajak oleh pihak keliga
alau terdapai tanda-landa kepailitan.

(2) Sural Perintah Penaglhan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya
mamual :

a. Nama Wajib Pajak alau Nama Waijib Pajak dan Penangqung Pajak;

b. Besamya Ulang Pajak

¢. Parintah unluk membayar; dan

d. Wakw pelunasan Pajak,

Pasal 39
Penerbilan Sural Perinlah Penagihan Sekelika dan Sekaligus oleh Kepala Dinas
Pendapatan keuangan dan Assel Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dliakukan dengan ketentuan sebagai bertkut :

a. Diterbitkan... ../
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a.
b
C.

d.

Se

Diterbitkan sebelum langgal jaluh (empo pembayaran;
Dilerbitkan tanpa didahului Surat Teguram:

Dilerbilkan sebelunm jangka wakin 2§ {dua puluh salu) han sejak Sural
Teguran diterbiikan: atau

Dnerbitkan sebelum penerbitan Sural Paksa.

Pasal 40
{ain kondisi sebagaimana dimaksud datam Pasal 37, Sural Paksa juga dapat

ditertutkan dalam hal :

a.

()

{2}

(3)

Su
a.

Terhadap Penanggung Pajak lelah dilaksnnakan Penagiban Seketika dan
Sekaligus sebagaimana dimaksud dalani 17153l 38, atau

Penanggung Pajak lidak memenuht ketentuan sebagaimana lercanturn
dalam keputusan perselujuan angsuran alau penundaan pembayaran
Fajak.

Pasal 41
Surat Paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksug
dalam Pasal 37 dan Pasal 40 diberitohukan oleh Jurusita Pajak dengan
pemyalaan dan penyerahan Salinan Sural Paksa kepada Penanggung
Pajak.
Pembenlahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Sural
Paksa oleh Jurusita Pajak dan ditvangkan dalam Bedita Acara sebagai
pemyataan bahwa Sural Paksa telah diberilahukan.
Benla Acara sebagaimana dimaksud pada ayal (2) sekurang-kurangnys
bensi hari dan langgal pernberilahuan Sural Paksa, Nama Jurusits Pajak,
Nama yang menerima, dan tempal pemberilaliuan Surat Paksa seria
dilandalangani cleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak

Pasal 42
ral Paksa lerhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusila Pajsk kepada -
Penanggung Pajak di lempat linggal, lempal usaha atau di lempai lain yang
memungkinkan;
Orang dewasa yang berlempal lingga! bersama alaupun yang bekerja di
lernpat usaha Penaggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang
barsangkulan lidak dapat dijumpai;
Salah seorang ahli waris alau pelaksana wasiat alau yang mengurus harla
peninggalannya. apabila Wajib Pajak telah meningga!l dunia dan harta
warisan belum dibagi;alau
Ahli Wans, apabila Wallb Pajak telah meninggat dunia dan harla warisan
lelap dibagi,

Pasal 43

Sural Paksa lerhadap badan diberitahukan oleh Jurusila Pajak kepada -

2.

Pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendall alau
mayoritas unwuk Perseroan Terbuka, Pemegang Saham unluk Perserocan
Tenulup, dan orang yang onyata-nyata mempunyal wewsnang ikul
menentukan  kebilaksanaan danfalau  mengambll  keputusan datam
menjalankan Perseroan, untuk Perseroan Terbalas;

Kepaia Perwakilan, Kepala Cabang, alau Penanggung Jawab, uniuk Benluk
Usaha Telag,

¢ Dirskiar, .. !
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Direktur, Pemilik Modal, atau orang yang dilunjuk unluk melaksanakan gan
mengendalikan sera bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan
usaha lainnya seperti Konlrak Investasi Kolekllf, Persekuluan, Firma, dan
Perseroan Komanditer.
Ketua atau orang yang melaksanakan dan meangendalikan serta
bertanggung jawab atas yayasan, unluk yayasan;
Pegawal Telap di lempal kedudukan atau lempal usaha badan yang
bersangkulan apabila Jurusita Pajak lidak dapal menjumpai salah seorang
sebagaimana dimaksud pada huruf 3, hurul b, huruf ¢, dan huruf d.
Pasal 44
Dalam hal Wajib Pajak dinystakan pailil, Sural Pakss diberitahukan
kepada Kuralor, Hakim Pengawas, atau Bala) Harla Peninggalan.
Dalam hat Wajib Pajak dinyalakan bubar alau dalam likvidasi, Surat
Paksa diberitahukan kepada orang atau badsn yang dibebani unluk
melakukan pemberesan atau likuigalor.
Dalam hal Wajib Pajak menunuk seorang kuasa dengan sural kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban Perpajakan. Surat Paksa
dapal diberilahukan kepada Penerma kuasa.

Pasal 45
Dalam hal Penanggung Pajok atau pihak-pihak yang dimaksud dalam
Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 menolak untuk menerima Sural Paksa,
Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan  mencatatnya
dalam Berila Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat
Paksa, dan Sural Paksa dianggap lelah diberilahukan.
Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42, Pasal 43, dan Pasal 44 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa
disampaikan mefalul Pemerintahan selempat.
Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketshui tempat
tinggalnya, tempat usaha, alau tempal kedudukannya, penyampalan Surat
Paksa dilaksanakan dengan menempelkan satinan Surat Paksa pada
papan pengumuman di Kanlor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset
Daerah, dengan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara
{ain,

Pasal 46

Dalam hal petaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar witayah kerja
Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assel Daerah, Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah meminta bantuvan kepada
Pejabal yang wilayah kerjanya melipuli tempal pelaksanaan Surat Paksa.
Datam hal di 1 (satu} kota lerdapat leblh dan 1 (salu) wilayah kerja dari
beberape Pejabal, Kepalz Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset
Daerah dapal memerintabkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan
Sural Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjfang masih berada di kota
tersebul.

Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayal {2) Wajib memberitahukan pelaksanaan Sural Paksa
yang lefah dilakukan kepada Pejabat yang wilayab kerjenys meliputi
lempat petaksanaan Surat Paksa,

Pasal 47 ... ./
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Pasal 47

Datam t.4 tenadi keadaan di luar kekuasaan Kepala Dinas Pendapalan,
Keuangu: dan Asset Daerah alau sebab lain, Sural Paksa Pengganli
dapat diterblikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel
Daerah karena |abatan,

Surat Paksa pengganli sebagaimana dimaksud pada ayal {1) mempunyai
kekuatan eksekulorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat
Paksa.

Pasal 48
Penanggung Pajak dapal mengajukan permohonan pembelulan atau
penggantian kepada Kepala Dinas Pendapalan. Keuangan dan Assel
Daerah terhadap Sural Teguran danfatau Sural Paksa yang dalam
penerbitannys lerdapal kesalahan stau kekeliruan.
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah dalam jangka
wakiu paling tama 7 (lujuh) hari sejak tlanggal diterima permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1). harus memben keputugan atas
permohpnan yang diajukan.
Apabila dalam Jangka waklu sebagamana dimaksud pada ayat {2} Kepala
Dinas Pendapalan, Kewangan dan Assel Daersh lidak memberikan
kepulusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan
Penagihan Pajak dilunda unluk semenlara wakly.
Kepata Dinas Pendapalan, Keuwangan dan Assel Daerab dapal
membelulkan Sural Teguran, Sural Perintah Penagihan Sekelika gan
Sekaligus, dan Surat Paksa vyang dalam peperbilannya  terdapat
kesalahan alau kekeliruan.
Tindakan pefaksanaan Penagihan Pajak difamutkan selelah kesalahan
alau kekelirvan dibelulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan dan
Assel Daerah,

Pasal 49

Apabila setelah lewal wakly 2 x 24 {dua kali dua puluh empsl) jam sejak
Sural Paksa diberllahukan kepada Penanggung Pajak dan Ulang Pajak
tidak ditlunasl oleh Penanggung Pajak, Kepala Cinas Pendapatan,
Keuangan dan Assel Daerah menerbitkan Sural Perintah Melaksanakan
Peanyilaan.

Berdasarkan Sural Perinish  Melaksanakan Penyilaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Jurusila Pajak melaksanakan penyitaen lerhadap
barang milik penanggung Pajak.

Pasal 50

Dalam hal Objek sila berada di juar wlayash kerja Kepsla Dinas
Pendapalan, Keuangan dan hsset Daerah, Kepala Dinas Pendapalan,
Keuangan dan Assel Daerah meminta bantuan kepada Pejabal yang
wilayah kerjanya meliput lempal Objek sita berada untuk menerbilkan
Sural Penntah Melaksanakan Penyilaan.

Dalam hal di 1 {satu) kola lerdapat lebli darh 1 (sailu) wilsyah kernja darl
bebarspa Pejabal, Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assel
Daerah dapal memerinlahkah Jurusiia Pajaknya unluk melaksanakan
penyitaan {erhadap Objek sita yang berada di luar witayah kerjanya
sepanjang masih berada di kola bersangkutan,

(3)Kepata .../
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(3) HKepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Oaerah sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) Wajib memberitahukan pelaksansan Penyitaan
yang lelah dilakukan kepada Pejabal yang wilayah kerjanya meliputi
lempat Objek sita barada,

Pasal 51
Apabila setelah lewat waklu 14 {empal belas) hari sejak langgal pelaksanaan
penyitaan sebagaimana dimaksud dafam Pasal 49 ayat (2}, Penanggung Pajak
tidek melunasi Ulang Pajak dan biaya Panagihan Pajak, Pejabal metakukan
pangumuman felang.

Pasal 52
Apabllz setelah lewal wakiu 14 (empal belas) hari sejak Pengumuman Lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Penanggung Pajak lidak melunas:
Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabal metakukan penjualan barang
silaan Penanggung Pajak melalul kanlor lelang negara.

Bagian Kedua
Syaral-Syarat, Tata Cara Pengangkatan
Dan Pemberhentian Jurusits Pajak

Pasal 53
{1) Jurusila Pajak adalah pelaksana lindakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan Sekelika dan Sekaligus. pemberilahuzn  Surat Paksa,
melaksanakan penyitaan dan penyanderaan.
{2} Jurusita Palak diangkal dan dibsrhentikan oleh Kepata Dinas Pengapalan,
Kguangan dan Assel Daerah,

Pasal 54

Syaral-syarat yang harus dipsauhi umiuk diangkal menjadi Jurusita Pajak
adalah sebagal berikul :

a. Benjazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atay vang
selingkal dengan itu;

Berpangkal serendah-rendahnya Pengalur Muda/Golongan Ilfa;
Berbadan sehat;

Lulus pendidikan dan lalihan Jurysita Pajak; dan
Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

e a0 o

Pasal 55
Sebelum memangku jabalan, Jurusita Pajak diambil sumpah atau Janji menurul
agama alau kepercayaannya cleh Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan
Assel Daerah yang berbunyi sebagai berikul : .
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, unluk
memangku [abalan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan npama atau care  apapun juga, tidak membarikan atau
memberikan barang sesualu kepada siapapun juga.”
“Saya bersumpahiberjanji bahwa saya, uniuk melakukan sesualu alau tidak
malakukan sesvatu dalam jabalan saya ini, liada sekali-kali akan menerima
langsung alau tidak langsung dari slapapun Juga sesualu janji atau
pemberian.”

“Saya..... . .t
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“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan selia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negaia, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala undang-undang serta
peraluran lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia."

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senanliasa akan menjalankan jabatan
saya ini dengan jujur, seksama dan dengan lidak membeda-bedakan orang
dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik
dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 56
Jurusita Pajak dibechentikan apabila :
a Meninggal dunia,
. Pensiun;
. Karena alih lugas atau kepentingan dinas lainnya;
Ternyata lalai alau tidak cakap dalam menjalankan lugas;
. Melakukan perbuatan tercela;
Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; alau
. Sakil jasmani atau rohani lerus menerus.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN,
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasai 57
Alas perrnohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset
Daerah berwenang :
3 Mengurangkan alau menghapuskan sanks: administralif yang dikenakan
karena bukan kesalahan Wajib Pajak; dan/alau

b. Membelukan atau membatalkan SPPT, SKPD alau STPD yang udak
benar

Pasal 58
Pembetgtan SPPT, SKPD stau STPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 huruf b dapal ditakukais karena terdapat kelidakbenaran atas :
a. Luas Objek Pajak bumi danfatav bangunan;
t  Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/alau bangunan: dan/atau
¢ Penafsitan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah
Pembatalan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalamn
Pasal 57 hurul b dapal dilakukan apabila SPPT, SKPD atau STPD
lersebut seharusnya lidak diterbitkan

Pasal 59

Permohonan  pengurangan atau  penghapusan sanksi  administratil

sebagaimana dimsksud datam Pasal 57 bhuruf a harus memenuhi

persyaratan ;

a 1 {satv) permohonan untuk 1 {satu) SKPD atau STPD,

b Oiaukan kepada Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset
Daerah;

c. Wajib Pajak lidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian
mencabul keberatannya atas SPPT atau SKPD; dan

d. Diajukan
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d. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia  dengan
mencaniymkan besamya sanksi administralif yang dimohonkan
pengurangan alau penghapusan diserlai alasan yang mendukung
yang dilampiri dengan -

1) Folokopl ldeniitas Wajb Pajak dan kuasa Wajib Pajak apabia
dikuasakan;

2) Folokopl SKPD atsu STPD yang dimohonkan pengurangan alau
penghapusan sanksi administratil,

3) Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan babwa denda
adminisiratil dikenakan karena bukan karena kesalahan Wajib
Pajak; dan

4) Sural Kuasa bermaterai Rp. 8000, (enam ribu rupiah} apabila
dikuasakan.

Permohonan pengurangan alau penghapusan sanksh administratil yang

lidak memenuhi persyaralan sebagalmana dimaksud pada ayat {1),

dianggap bukan sebapal permohonan sehlngga lidak  dapat

diperiimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara tenulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waklu paling
lama 1 {salu) bulan sejak permohonan lersebul dilerima

Pasal 60

Permohonan pembetulan SPPT, SKPD atav SPTD  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 huruf b harus memenuhi persyaralan
a. 1 {satu) permohonan uniluk 1 {satu} SPPT, SKPD atau STPO;
b. Olajukan kepads Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset
Daerah,
c. Wajib Pajak lidak mengajukan keberatan, mengajukan keberalan
tetapi lidek dipertimbangkan alau mengajukan keberaian kemoudian
mencabul keberatannya alas SPPT alav SKPD, gan
d. Dlajukan secara lertviis dalam bahasa Indonesia dengan
mencanlumkan ketelapan yang dimohonkan pembetulan disertal
alasan yang mendukung dangan dilampiri ©
1. Fotokopli ldentitas Wajtb Pajak dan kuasa Wajib Pajak apabila
dikuasakan;

2. Asli SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pembelulan;

3. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT.
SKPD atau STPD tidak benar;
Fotokopi bukli lunas Pajak tahun sebelumnya; dan
Surat Kuasa bermmateral sekurang-kurangnya Rp. 6.000,- {enam
ribu rupiah) apabila dikuasakan.

Parmohonan pambetulan SPRT, SKPD atau STPD yang tidak memenuhi
persyaralan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dianggap bukan
sebagal permohonan permbelulan sehingga idak dapal diperiimbangkan
dan kepada Walib Pajak alau kuasanya diberilahukan secara lertulis
gisertal alasan yang mendasari dalam jangka waklu paling lama 1 {salu)
bulan terhitung sejak permohonan iersebut diterima.

Pasatel . . f
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Pasal 61

Permohonan pembatalan SPPT, SKPD alav STPD sebagaimana

dimaksud pada Pasal §7 hurul b, diajukan secara perorangan, kecuali

untuk pembatalan SPPT dapal diajukan secara koleklif,

Permohonan  pembatalan  yang  disjukan  secara perseorangan

sebagaimana diinaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. 1 (salu) permohonan unluk 1 (salu) SPPT, SKPD atau STPD;

b. Diajukan kepada Kepala Dinas Fendapatan, Keuangan dan Asset
Daersh;

¢ Ogjukan  secara terluls  datam bahasa Indonesia dengan
mencanlumkan alasan yang mendukung permohonannya, dengan
dilampiri
I, Asli SPPT, SKPD atau STRPD yang dirnohonkan pembalalan;

2. Fotokopi Identitas Wajib Pajak;

3 Sural Pernyalaan bermalerai sekurang-kurangnya Rp. 6.000,-
{enam ribu rupiah) darf pemohon atas dan sebab pembatalan; dan

4 Sural Kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.000,- (enam
fbu tuptah) apablla dikuasakan.

Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memenuhi persyaratan :

a 1 (salu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama
dengan Pajak yang lerulang untuk setiap SPPT pafing banyak Rp.
200.000.- {dua ratus flbu rupiah},

b Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset
T3erah;

¢. [rajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat; dan

d. Diajukan secara lertulls dalam bolasa Indonesia  dengan
mengemukakan alasan yang meandukung permohonannya, dengan
dllampiri asli SPPT yang dirnohonkan pembatalan.

Permohonan pembalalan SPPT, SKPD alau STPD secara pefseorangan

yang tidak memenuii persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayal (2),

dianggap bukan sebagai permchonan sehingga lidak dapat

dipertimbangkan dan kepada Walib Pajak alau kuasanya diberitahukan
secara lertulis disertai atasan yang mendasari dalam jangka waklu paling
lama 1 (satu) bulan terhilung sefak permohonan tersebut diterima.

Permohonan pembatalan SPPT secara koleklif yang lidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan

sebagai permohionan sehingga lidak dapal dipertimbangkan dan kepada

Kepala Desa/Lurah setempalt diberilahukan secara terlulis disertai alasan

yang mendacari dalam jangka waklu paling lama 1 (salu) bulan terhitung

sejak permalionan lersebul diterima.

Pasal 62
Permohonan pengurangan atau  penghapusan sanksi  administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 hurul a dan permohonan
pembelulan atau pembatalan SPPT, SKPD alau STPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling
banyak 2 (dua} kali.
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan
tersebul harus diajukan dalam jangka wakluy paling lama 3 (liga} bulan
terhlfung sejak tanggal pengifiman surat Kcpala Dinas Pendapatan,
Keuangan dan Asset Daerah atas permohonan yang pertama,
Permohonan kedua ssbagaimana dimaksud pada ayal (2) harus
memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud dafam Pasal 59 ayat (1).
Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (2) alau Pasal 12 ayal (3).

Permohonan kedua yang diajukan melampaui jar?gka waklu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebaglnl permohonan sehingga
tidak dapat diperimbangkan dan kepada Wajlb Pajak atau kuasanya
diberliahukan secara lertulis disertai alasan yang mendasan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhilung sejak permohonan lersebut
dilerima.

Pasal 63
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah dalam jangka
waklu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan dilerima,
harus memberi suatu kepulusan atas permohonan Wajib Pajak
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 57.
Apabiia jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) telah
terlampaul dan Kepeala Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset Daerah
tidak memberikan suatu kepulusan, permohonan dianggap dikabulkan
dan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah harus
menerbilkan kepulusan sesual dengan permohonan Wajib Pajak dalam
jangka waklu paling lama 1 (satu) bulan terhilung sejsk jangka waktu
dimaksud berakhir.

Pasal 64

Kepulusan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerab atas
permohonan  pengurangan atau penghapusan sanksi  administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dapal berupa
mengabulkan sebaglan alau seluruhnya, alau menolak permchonan
Wajib Pajak.

Kepulusan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Agsel Daerah alas
permohonan pambatalan SPPT, SKPD alau STPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 buruf b, dapal berupas mengabulken atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
Pasal 65
Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang dapat diberikan berdasarkan :
a. Perimbangan kemampuan membayar Wailb Pajak; atau
b. Kondisi terlenlu Objek Pajak.
Perdimbangan %emampuan membayar Walib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf  untuk :
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
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Objek Pajak yang Wajib Pajuknya orang Veleran Pejuang
Kemerdekaan, Veleran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda
Jasa Bintang Gerilya atau janda/dudanya,

Objek Pajak yang 'Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dasi pensiunan, sehingga
kewajiban Pajaknya sufit dipenuhi,

Opjek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah. sehingga kewajiban Pajaknya sulit
dipenuhi; danfatau

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual
Chjek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib Pajak badan melipuli :
Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajlb Pajak badan yang
menyalami kerugian dan kesulitan iikuiditas pada Tahun Pajak
sebelumnya sehingga lidak dapatl memenuhi kewajiban rulin

(3) Kondisi {ertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf

b adalah .

a Dalam hat Objek Pajak terkena bencana alam alau sebab lain yang
luar biasa metiputi .

LE

2.

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwe alauy serangkaian
penswa yang disebabkan oleh atam antara lain gempa burm,
tsunami, gunung melelus, banjw, kekerngan. angin topan dan
lanah fongsor.

Sebab fain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit
tanaman dan/atau wabah hama lanarman.

b. Objek Pajak pada tanah perianian.
c. Objek Pajak cagar budaya yang lelah ditelapkan sebagal bangunan
dan/atau lingkungan cagar budaya.
{4)  Objek Pajzk lanah pertanian sebagaimana dumaksud pada ayal (3) hurul
b adalah :
a Tanah pertanian lahan sawah, meliputi

1.

Lahan sawah irigasi adalah lahan sawah yang sumber air
ulamanya berasal dan rigasi: dan

2 Lahan sawah ladah hujan daiah tahan sawah yang sumber

aimya berasal dan curah hujan.

b Tanah pertanaian bukan sawah, meliput :

1:

Tegallkebun adalah fahan bukan sawah (lahan kering) yang
ditanami @anaman semusim atau lahunan dan terpisah dengan
halaman sekitar rumah serta penggunazannya lidak berpindah-
pindah;

Ladang/huma adalah lahan bukan sawah (lahan kering} yang
biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya
hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggaikan
bila sudah lidak subur lagi {berpindah-pindah). Kemungkinan
laban im beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika
sudah sub.i,

Perkeburian  adslah  lahan  yang  dianam  lanaman
perkebunanfindustry seperli : karet, kelapa, kopi, leh dan
sebagainya balk yang diusahakan cleh rakyalrumah langga
maupun perusahaan perkebunan yang berada di Wilayah
Kecamatan;

4.Lahan ... /
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4. Laban yang dilanaml pohon/hutan rakyat adalah lahan yang
dilumbuhi  kayu-kayuanfulan rakyat lermasuk bambu  dan
sejenisnya, balk yang wmbuh sendiri maupun yang sengaja
ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil
viamanya kayu. Lahan ini juga dapat ditanarm bahan makanan
seperti padi alau palawija, tetapi lanaman ulamanya adalah
bambootkayu-kayuan;

5. Padang penggembalzanfpadang rumpul adalah Ilahan yang
khusus digunakan untuk penggembalaan lernak. Lahan yang
semenlara tidak divsahskan (diblarkan kosong) lebih darl 1
(satu) tahun telapi kurang atau sama dengan 2 {dua) lahun lidak
dianggap sebagai lzhan penggembalaanfpadang  rumpul
meskipun ada hawan digembalakan disana.

6. Laban yang semeniara lidak diusahakan adalah Iahan penanian
bukan sawah yang lidak dilanami lebih dari 1 {salu) lahun tetapi
kurang atau sama dengan 2 (dua} lehun. Lahan sawah vang
tidak ditanami apapun lebih dari 2 {dua) lahun digolongkan
menjadi lahan pertanian bukan swah yang sementara Ldak
diusahakan.

{5} Objek Pajak pada tanah partanian dapal diberikan pengurangan
sepanjang seuluhnya dipergunakan sesuval dengen perunlukannya,

Pasal 66

(1) Pengurangan sebagalmana dimaksud datam Pasal 65 dibarikan kepada
Wajib Pajak atas Pajak yang tarutang yang teccanlum datam SPPT
danfatau SKPD.

{2} Pajek yang lerulang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) adalah pokok Pajak dilambah dengan sanksi
administralif.

{3) SKPD sebagaima dimaksud pada ayal (2) yang lelah diberikan
pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 67
Besamya Pangurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah -
a.  Berdasarkan Perlimbangan kermampuan membayar Walib Pajak :
1. Wajib Pajak arang pribadi meliput! :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajsknya orang Valeran Pejuang
Kemerdekaan, Veleran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda
Jasa Bintang Gerilya atau |anda/dudanya diberikan sebesar paling
tingg! 75% {twjuh puluh lima persen);

b) Objek Pajak vyang Wajib Pajaknya orang fribadi  yang
penghasilannya semala-mata berasal dari pensiunan, sehingga
kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar
75% {lujub puluh lima persen);

¢j Objek Pajak yang Wajlb Pajsknya orang pribad) yang
berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya  sulit
dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% {tujuh
pulut lima persen);

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual
Cbjek Pajak per maler perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positf pambangunan diberlkan
pengurangan sebesar paling tinggi 75% {tujuh puluh lima persen).

2 Wajib........!
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(1)

(2)

(3)

()

2 Wayjib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
kewaliban rulin diberikan pengurangan sebesar paling lingg: 75%
(tujuh puiuh lima persen),

Berdasarkan Kondisi tertentu Objek Pajak -

1. Dalam hal Objek Pajak lerkena bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa diberikan pengurangan sebesar paling linggi 100% (seratus
persen),

2 Objek Pajak pada (anah pertanian diberikan pengurangan sebesar
paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

3 Objek Pajak cagar budaya yang lelah ditetapkan sebagai bangunan
danfalau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar
paling linggi 50% (lima putuh persen).

Pasal 68
Pengurangar sebagaimana dimaksud dalam Pasal it dapat dibenkan
berdasarkan nermohonan Waijib Pajak.
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diberikan
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel
Daerah
Permohanan pengurangan Wajlb Pajak sebagarnana dimaksud pada ayal
{1} dapat diajukan secara :
a. Perseorangan, untuk Pajak yang lerulang yang {ercanlum dalam
SKPD. atav
b. Perseorangan alau kolekli{, unluk Pajak yang terutang yang fercanium
dalam SPPT.

Pasal 63

Permohonan Pengurangan yang digjukan secara persecrangan harus

memenuhi persyaratan :

a 1 ({salu) permohonan untuk 1 {salw) SPPT atau SKPD;

b Drajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencanlumkan besarnya persenlase pengurangan yang dimohon
disertai alasan yang jelas.

c. Dllampiri fotokopi SPPT alau SKPD yang dimohonkan Pengurangan,

d. Sural permohonan dizjukan ke Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan
dan Assel Daerah dengan ditandatangani oleh Wan:l Pajak dan dalam
hal surat permohonan ldak ditandatangani oieh Wapo Pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut
1. Surat permohonan harus dilampin dengan Sural Kuasa, unuk :

a} Wajib Pajak Badan: alau
b) Wayib Pajak orang pribsdi dengan Pajak Terutang lebih banyak
dan Rp. 2,000 0000.- {dua juta rupiah),

2 Sural permohonan harus dilampiri dengan sural kuasa, uniuk
Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang paling
banyak Rp. 2 000.000.- (dua juta rupiah},

e, Diajukan dalam jangka waktu
1. 3 (uga) bulan terhitung sejak tanggal dilerimanya SFPT;

2 1 {satu} bulan lerhitung sejak diterimanya SKPD:

3, 1 ({sa) ... .t
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3. 1 {salu} bulan lerhilung sajak 1anggal ditarimanya Surat Kepulusan
Keberatan,

4. 3 {tiga) bulan terhitung sejak tangga! eradinya bencana alam;,
atau

5 3 {tiga) bulan lerhilung sejak tanggal lerfadinya sebab lain yang
luar blasa., kecuall apabila Wajib Pajak dapal menunjukkan bahwa
dalam jangka waktu lersebul tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

Tidak memiliki wnggakan Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak

yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak

terkena bencana slam alau sebab lain yang luar biasa; dan

Tidak diajukan keberatan atas SPPT alau SKPD yang dimohonkan

pengurangan atau dalam hat diajukan kaberalan telah diterbitkan

Surat Kepulusan Keberatan dmaksud diajfukan banding.

{2) Permochonan pengurangan yang diajukan secara koleklif harus memenuhi

persyaralan :

a. 1 {salu) parmohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;

b. Drajukan secara 1erilis dalam Bahasa Indonesis dengan
mencantumkan besamya persentase pengurangan yang dimohon
disarlai alasan yang jelas;

c. Diagjukan kepada Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset

Daerah melalul :

1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) selempal
alau pengurus organisasi terkail unluk mengajukan permohonan,
alau

2. Kepala DasafLurah selampal.

d. Dilampiri folokopl SPPT yang dimohonkan pangurangan;
&. Diajukan dalam jangka waklu :

1. 3 (iiga) bulan terhitlung sejak tanggal dilerimanya SPPT,

2. 3 (tiga) bulan lerhilung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
atau

3. 3 {tiga) bulan terhitung sejak terjadinya sebab lain yang luar biasa.

f.  Tidak memililkn tunggakan Pajak Tahun Pajak sebslumnya atas Oblek
Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak
larkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan,

Pasat 70

Dokumen pendukung yang digunakan unluk mengajukan parmchonan

pengurangan yang drajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69 ayal {1). melipuli :

a. Permohonan berdasarkan Pertmbangan kemampuan membayar ¥Wajlb
Pajak :

Wajib Pajak orang pribadi :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya crang Veleran Pejuang
Kemsrdekaan, Veleran Pembela Kemerdakaan, Pengrima Tanda
Jasa Bintang Genlya atau janda/dudanya berupa :

1) Folokopi Kartu Tanda Anggota Veleran, atau fotokopi sural
kepulusan  tentang  pengakuan. pengesahan  dan
penganugerahan gelar kehormatan darl pejabat  yang
berwenang;

2) Fotokopl ... /
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2} Folokopi bukli pelunasan PBB tabun Fajak sebelurnnya.

b} Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi  yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga
kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi berupa
1 Folokopi surat kepulusan pensiun:

Fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnys,

Fotokop! Kartu Keluarga |

Fotokopi rekening Rsink, air dan/ telepon;

. Fotokopi bukli pelunasan PBE labun Pajak sebelumnya;

c) Objek Pajak yang Wajio Pajaknya orang pribad yang
berpenghasilan rendsh, sehingga kewajiban Pajakmya  suln
dipenuhi berupa :

PSS

1. SBural Pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa
penghasiian Wajib Pajak rendah;

2 Folokopr Kartu Keluarga

3 Folokopi rekening lislak, air dan/ telepon,

4. Folokopi bukli pelunasan PBS tahun Pajak sebelumnya;

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pnbadi yang Nilar Jual
Obyek Pajak per meter perseginya meningkal akibatl perubahan
lingkurigan dan dampak positif pembangunan berupa :

1. Sural Pernyalaan dar Wajib Pajak yang menyatakan bahwa
penghasitan Wajib Pajak rendah -
2. Folokopi SPPT PBS tahun sebelumnya
3 Fowkopl kartu keluarga
4. Folokopi rekening tagihan histrik, zitflagihan tetepan ,
5. Folokopi bukti pelunasan PBB tabun sebelumnya ;
2 Wajib Pajak badan berupa :

a) Folokopi Laporan Keuangan tahun sebelumnya;

) Fotokopi SPT lahunan PPh tabun Pajak sebelumnya,

¢} Folokop: bukli pelunasan PBB tahun Pajak sebelumnya.

i, Permohonan berdn<arkan kondisi terlentu Objek Pajak :
1. Dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lan yang
luar asa berupa

a} Sural Pernyalaan dan Wajib Pajak y3ng menyalakan Objek
Pajaknya terkena bencana alam atau sebal lzin yang luar biasa;

b) Sural Keterangan yang mendukung alasan permohonan dari
Kepala DesafLurah selempat alau instansi terkail.

2. Objek Pgjak pada 1anah peranian berupa :

a) 3ural Perpyalagn dari Wajlb Pajsk yang menyalakan Objek
Pajaknya adalah tanah perterian;

D) Surat Kelerangan yang mendukung alasan permobonan dari
Kepalz Desa/lurah satempat alau inslansi lerkait;

3. Objek Pgjak cagar budaya yang telab dilslapkan sebagai bangunan
dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat penelapan sebagat
cagar budaya

Pasal 71
Dokumen  pendukung yang digunakan unluk mengaukan Permohonan
pengurangan yang disjukan secara kolektif sebagaimana dimaksud datam
Pasal 69 ayal (2), malipul

1] Permchonan ./
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1)

2)

9}

(2}

3)

(4)

1

{2)

)

(4)

Permohonan Pengurus Legiun Veteran Repubiik Indonesia {LVRI) setempat

alav pengurus organisast berupa :

2. Fotokopi Karlu Anggota Veteran liap-tiap Wajib Pajak;

b. Fotokopi bukti pelunasan PBB tap-iap Wajib Pajak tahun Pajak
sebelumnya;

Permohonan melali Kepata Oesa/Lurah selempal berupa

a. Sural Kelerangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala
Desa/Lurah seterpal atau instansi erkall;

b. Folokopi bukli peiunasan PBB liap-tiap Wajib Pajak tahun Pajak
sebelumnya;

Pasal 72
Permohonan pengurangan secara perseorangan yang lidak memenuhi
persyaralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayal (1) dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
Permohonan pengurangan secara kolskif yang tidak memenubi
persyaralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dianggap
bukan sebagal permchonan sehingga lidak dapat dipertimbangkan,
Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapal dipertimbangkan
sebagalmana dimaksud pada ayal (1) atau ayat (2), Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah dalam jangka wakiu 14 {empat
belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasan kepada :
a. Wajib Pajak alau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara
parseorangan; atau
b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkalt lainnya atau
Kepala Desa/lurah setampat dalam hal permohonan digjukan secara
kolektif,
Dalem bal permohonan pengurangan tidak dapal dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayal {1) atau ayal (2), Waejib Pajak masih
dapal mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal
70.

Pasal 73
Kepala Dinas Pendapatan, Kevangan dan Assel Daerah berwenang
memberikan Keputusan alas permchonan pengurangan Pajak yang
terulang.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebahaglan atau menolak permohonan
Wajib Pajak.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan berdasarkan
hasil penelitian,
Wajib Pajak yang telah diberikan suatu Kepulusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lidak dapat lagi mengajukan permohonan
pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.
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2)

(3)

)

2)

(n

Pasal 74

Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah dalam jangka

waklu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan

pengurangan, harus memberi sualu Keputusan alas permohonan
pengurangan.

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagawmana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. Tanggal terima sural _.iimohonan pengurangan dalam  hal
disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepads
petugas Owas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah alau
petugas yang ditunjuk; atau

b, Tanggal landa pengiriman sural permohonan pengurangan, dalam hal
disampaikan melalui pos ddengan bukli penginman surat.

Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pads ayat (1} lelah

terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan

dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan
permohonan Wajib Pafak dalam jangka waklu nating lama 1 (satu) bulan
lerhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir,

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal Y5

Kelebihan pembayaran Pajak lerjad apabila :
a Pajak yang dibayar ternyala iebih besar dari yang seharusnya

terutang,
b, Drlakukan pembayaran Pajak yang lidak seharusnya terutang
Wajiib Pajak dapal mengajukan permohonan kepada Kepsia Oinas
Pendapalan, keuangan dan Asset Dasrah untuk pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak.

Pasal 76

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayal {2) harus

rnemenuh persyaratan : .

a. Permohonan diajukan kepada Kepala Oinas Pendapatan, Keuangan
dan Ass~! Daerah secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencanlumkan besarnya kelebihan pembayaran Pajak;

b Surat permohonan ditandalangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal
ditandalangani oleh bukan Wajib Pajak bedaku ketentuan sebagai
berikul :

1. Surat permohonan harus dilampin dengan sural kuasa. untuk
a) Wajib Pajak Badan, alau
b) Waljib Pajak orang pribadi dergan kelebihan pembayaran
Pajak menurul Wajib Pajak leblh besar dari Rp. 2 000.0000,-
{dua jula rupiah);
2. Surat permohonan harus dilampin dengan suwral kuasa, unluk
Wajib Pajak dengan kelebihan pembayaran Pajak menurul Wajib
Pajak paiing banyak Rp. 2,000 000.- {dua jula rupiah);

¢. Permohonan ...... /
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(2)

(4

(2)

(3)

(4)

(1

{2

Sh]

c. Parmohonan dilamgiri :

1. Fotokopi SPPT, SKPD, STPD:

2. 8TTS ash dan STTS fotokopl atau bukl pembayaran sah lainnya;

3. Bukl lunas Pajak Tahun sebelumnya;

4. Fotokopi Idenlitas Wajib Pasak alau Folokopi Identilas Kuasa Wajib

Pajak dalam hal dikuasakan;

5 Nomor rekening alas nama Wajib Pajak.
Permohonan pengembalian  yang Ldak memanuhi  parsyaralan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dlanggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat diperimbangkan

Pasal 77
Kepala Dinas Pendapatan, Keusngan dan Assat Daerah memberi
Kepulusan alas permohonan sebagaimana dimaksugd dalam Pasal 75 ayat
(2) dalam jangka wakiu paling lama 12 {dua belas) bulan sejak langgal
diterimanya permohonan;
Apabila dalam jangka waklu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assei Daarah lidak
memberi sualu Kepulusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak
diznggap dikabulkan dan  dilarbilkan keputusan sesual dengan
parmohonan yang disjukan.
Apabita Wajib Pajak mempunyai Ulang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak langsurg diperhilungkan uniuk melunasi ledabin
dahulu Ulang Pajak dimaksud.
Pengambalian keleblhan pembayaran Pajek dilakukan dalam waktu paling
tama ? (dua) bulan sejak dilerbilkannya SKPDLB dengan menearbilkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

BAS Xl
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 78

Ruang lingkup penghapusan Putang Pajak yang menjadi kewenangan
Daerah melpuli kewajiban pokok Pajak, bunga danfatau denda
administralil yang terlunggak sampai dengan tanggal lerakhir perhitungan
pembebanan utang dan 1glah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
STPD. Sural Kepulysan Pembetulan, Surat Keputusan Kaberatan, Sural
Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Adminisiratif.

Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD,
Sural Kepulusan Pembetulan, Surat Kepulusan Keberatan, Sural
Keputusan Psngurangan, Penghapusan Eanksi Adminisiralil  berupa
bunga danfatau denda dapal dihapuskan apabila Pajak lersabul tidak
dapal atau tidak mungkin ditaglh lagl ksrena hak untuk melskukan
penagihan sudah kedaluarsa.

Pasal 79
Pivtang Pajsk yang tercantum dalam SPPT. SKPD, SKPDKB. STPOD.
Surat Kepulusan Pembetulan, Surat KepLlusan Keberatan, Sural
Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administralil  berupa
bunga danfatau denda walaupun hak unluk melakukan penagihan belum
xedaluarsa dapat dihapuskan apablla Plutang Pajak Daerah tersebul lidak
dapat atau tdak mungkin ditagih lagl.

{2) Piutang ...
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i2)

Piutang Pamk yang bdak dapal atau lidak mungkin ditagih  lagi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah .

3. Wajib Pajsk/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

b Wajib Pajak/iPenanggung Pajak lidak mempunyai hana kekayaan lag,
Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak  dinyatakan pailit  berdasarkan
Kepulusan pengadilan dan dan hasil penjualan harla tidak mencukupi
untisk melunasi Utang Pajaknya;

d. wajib Pajak/Penanggung Pajak Widak dapal dileinukan lag! karena .

i. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindak alamat dan lidak mungkin
ditemukan lagi berdasarkan Surat Kelerangan dari Kepala
Desa/Lurah,

2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia uniuk
selamanya berdasarkan Sural Kelerangan Kepala Desallurah,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang lidak dapat ditagih lagi sebagaimana

dimaksud pada ayal (2) hurul d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan

diumumkan di Kantor Kepala Dezalkelurahan selempal selama 14 {empat
belas} hari kerja.

Pasal 80

Pilutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayal (2} terlebin
dahulu ditalausahakan sebagai Piutang Pajak dan lelah dilakukan vpays
lindakan penagihan berdasarkan Peraluran Perundang-undangan yang
berlaku,

Piutang Pgjak yang Udak dapat atau lidak mungkin ditaglh lagi akan tetapi
helum kedaluarss sebagalmans dirmaksud dalam Pasal 79 ayal (1}
terlebih  dahulu  dimasukkan ke datam  buku  Daflar  Cadangan
Fenghapusan Piulang Pajak

Fasal 81

Pwilang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2} tidak dilgkukan
lagi indakan penagihan,

(1

2

Pasal 82
Pada sefiap akmr Tahun takwim, Kepale Bidang ysng membidang
Piutang Pajak pada Dinas Pendapatan. Keuangan dan Assel Daerah
menyampaikan Daflar Usulan Penghapusan Piutang Piulang Pajak dan
Daftar Cadangan Pengbapusan Penghapusan Piutang Pajak kepada
Kepala Dinas Pendapaian, Keuangan dan Assel Daerah,
Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Dailar Cadangan
Penghapusan Penghapusan Pwlang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) sekurang-kurangnya memual -
NMama Wajlb Pajak dan Penanggung Pajak,
Alamal Wajib Pajak dan Penanggung Pajak:
Nomor Objek Pajak,
Jenis Pajak;
Tahun Pajak;
Jumtah Piulang Pajak yang akan dihapuskan;

o S~ a0 o 0 T

Tindakan penagihan yang pernah dilakukan,
n Alasan dihapuskan,

{31 Penghapusan ./
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(1)

(2)

3

4)

%3]

{2}

M

(2)

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :

a. Bupali untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000 000.- {tima muiar
rupiah),

b. Bupan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah uniuk
jurmlab lebih dan Rp §.000 000.000.- (lima mlliar rupiah);

Pasal 83
Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset Daerah setelah
menedma Daflar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar
Cadangan Penghapusan Penghapusan Piulang Pajak segera membantuk
Tim unluk metakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang eda dalam
Daitar Usulan dan Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
Pembenlukan Tim sebagamana dimaksud pada ayal (1) diletapkan
dengan Kepulusan Bupat.
Dalam hal \ertenlu Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assel
Daerah dapal memerintahkan Penyidik Pegawai Neger Sipit dan Jurusila
Pajak unluk mendampingi Tim,
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Walib membawa Sural Perntah
Tugas yang diterbilkan Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assel Daerah

Pasal 84

Hasil pgnelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayal (1)

disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatlan, keuvangan dan Assel

daerah dalam benluk laporan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sekurang-kurangnya

memuat :

a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. Alamal Wajib Pajak dan Pananggung Pajak;

¢. Nomor Objek Pajak (NOP);

d. Nomor dan langgal SPPT/SKPD/STPD/Surat Keputusan
Pembelulan/Surat  Kepulusan  Keberatan/Surat  Keputusan
Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan
bunga dan/alau denda;

e. Jenis Pajak Daerah;

f. Tahun Pajak;

g. Besamya Piutang Pajak yang ekan dihapuskan atau yang akan
dicadangkan untuk dihapus;

b. Tindakan Penagihan yang pemah ditakukan,

f.  Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan

| Kelerangan hasil penelilian adminisirasi dan peneiilian lapangan

Pasal 85
Berdasarkan Daflar Usulan Penghapusan Plulang Pajak Daerah yang
lelah dilakukan penelitian, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan
Assel Daerah mengajukan permohonan penghapusan  disenai
pertimbangan kepada Bupall.
Penghapusan Plutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diletapkan dengan Keputusan Bupat.
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(1)

2)

M

(2)

(1)

(2

Pasail 86

Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyampaikan
petikan Kepulusan Bupatl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
{2) kepada Kepala Bidang yang membidangi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan Kepala Bidang yang membidangi Penagihan
pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah,

Pelikan Keputusan Bupali sebagaimana dimaksud pada ayal (1) oleh
Kepala Bidang yang membidangi Penagihan pada Dinas Pendapatan,
Keuangan dan Assel daerzh segera mengadministrasikan dan
menghapus Piutang Pajak dari Daftar Piutang Pajak Daerah.,

BAB Xt
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 87
Wajib Pajak dapat mengajukan keberalan dalam hal :
a.  Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak atau NJOP tidak
sebagaimana mestinya, dan/atau
b.  Terdapat perbedaan penalsiran Peraluran Pajak,
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara
a. Perseorangan atau kolektif untuk SPPT: atau
b. Perseorangan untuk SKiPD

Pasal 88

Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagsimana dimaksud

dalam Pasal 87 ayat (2} harus memenuhi persyaratan :

a. Satu Surat Keberalan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD,

b. Diajukan secara lerlulis dalam Bahasa Indonesia,

¢. Diajukan kepada Bupatl dalam hal Pgjak Terutang lebih dari Rp.
500.000.000,- (lima ratus jula rupiah) atau Kepala Dinas Pendapalan,
Keuangan dan Asset Dasrah dalam hal Pajak Terulang paling banyak
Rp. 500.000.000,- {lima ratus juta rupiah),

d Dilampiri asli SPPT alau SKPD yang diajukan keberatan;

e. Dikemukakan jumlah Pafak terutang menurul penghitungan Waljib
Pajak disertai dennnn  alasan yang mendukung pengajuan
keberalannya:

[ Diajukan dalam jangka waktu 3 {iga) buian sejak tanggal dilerimanya
SPPT atau SKPD, kecuali apabila Wajibh Pajak atau kuasanya dapal
menunjukkan bahwa jangka waklu itu udak dapatl diprnuhi karena
keadaan diluar kekuasaanny: dan

g. Surat Keberaten ditandatangarn oleh Wajib Pajak dan dalam hal
Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Walib Pajak -

t  Harus dilampiri dengan Surat Kuase Khwusus unluk Wajib Pajak
orang pribadi dengan Pajak Terutang lebih dari Rp, 2.000 000 -
{dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan, atau
2, Harus dilampiri dengan Sural Kuasa unluk Wajib Pajak orang
pribadi dengan Pajak Terulang paling banyak Rp. 2.000 000.-
{dua juta rupiah).
Pengajuan keberatan secara koleklif sebagaimana dimaksud dafam
Pasal 87 ayat (2} hurul a harus memenuhi persyaratan :

a. Saw. .. f
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4)

(1)

(2)

(3)

a. Salw pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
Drajukan secara lertulis dalam Bahasa Indonesia;

¢. Pajak yang terutang untuk seliap SPPT paling banyak Rp. 200.000,-
{dua ralus ribu rupizh),

d. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel
Daerah;

e. Digjukan melalul Kepala Desa/Lural selempat;

f.  Ditampiri SPPT yang dizjukan keberalan;

9. Mengemukakan jumlah Pajak yang terutang menurul penghilungan
Wajib  Pafak disertat alasan yang mendukung pengajuan
keberatannya;

f. Diajukan dalam jangka waklu 3 (liga) bulan sejak langgal
diterimanya SPPT, kecuali apabila Walib Pajak melaln Kepala
Desa/Lurah setempal dapal menunjukkan bahwa jangka wakiu ity
lidak dapal dipenuhi karena keadaan difuar kekuasaannya

Tanggal penerimaan Sural Keberatan yang dijadikan dasar untuk
memproses Sural Keberatan adalah :

a. Tanggal lerima Surat Keberalan, dalam hal disampatkan secara
fangsung oleh Walib Pajak alau kuasanya kepada petugas Dinas
Pendapatan, Kevangan dan Asset Daerah atau pelugas laln yang
ditunjuk; atau

b. Tanggal tanda pangiriman Surat Keberalan dalam hal disampaikan
melalui pos dengan bukli pengiriman sural.

Unluk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) hurul ¢ dan ayat {2) hurul d, pengajuan keberatan disertai :

a. Fotokopl ldentitas Wajio Pajak dan fotokopi idenlilas kuasa Wajib
Pajak;

b. Fotokopi bukti kepemilikan tanah/rumah;

Fotokopi izin mendirikan bangunen; danatau
d. Fotokopi bukli pendukung lainnya.

<

o

Pasal 89
Pengajuan keberalan yang tidak memenuhi persyaralan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 dlanggap bukan sebagai Sural Keberatan
sehingga tidak dipedimbangkan
Dalam hal pengajuan Keberaslan tidak dapal dipertimbangkan lagl
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah dalam jangka wakiu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan sural keberatan
harus membernlahukan secara terulis diserlal alasan yang mendasari
kepada :
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara
perseorangan; atau
h. Kepala Desa/l.urah setempat dalam hal pengajuan kebaratan secara
koloklif,
Dalam hal pengajuan keberalan Udak dapal dipertmbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1} Wajlb Pajak masih mengajukan
keberalan kembal sepanjang masih memenuhi jangka wakiu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) heruf f don ayat (2)
huruf h.

Pasal90.. . ./




(1)

(2)

3

Pasal 90
Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta
kelerangan secara lerlulis mengenai dasar pengenaan dan/atau
perhilungan Pajak yang lerutang kepada Bupali atau Kepala Dinas
Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah.
Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah
memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
Jangka waklu pembenan keterangan oleh Bupali atau Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah atas permintaan Wajib Pajak
secbagaimara dimaksud pada ayal (2) tidak menunda jangks waktu
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1)
huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 91

Keberalan dapat diajukan apabila Wajib Pagsk telahv membayar pahng sedikit
sejumlah yang diselujul Wajib Pajak.

1

2)

(1

{2)

(3}

(1)

(2)

(3)

Pasal 92
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah barwenang
memberikan Kepulusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak
Terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah})
Bupali berwenang memberikan Kepulusan atas pengajuan keberatan
dalam tal Pafak Terutang lebih darnt Rp 500 000.000.- (lima ralus juta
rupiah)

Pasal 93
Kepulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayal (1) dan ayal {(2)
ditelapkan berdasarkan hasil penelitian kanlor dan apabila diperfukan
dapal ditanjutkan dengan penelitian lapangan.
Penelitlan sebagslmana dimaksud pada ayat (1) dllakukan berdasarkan
Surat Tugas dan hasilnys dituangkan datam laporan hasil penelitian.
Dalam hal dllakukan peneliian di lapangan, Kepala Dinas Pendapatan,
Keuangan dan Assel Daerah terlebih dahulu memberitahukan secara
terlulis waklu pelaksanaan di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 94
Bupali atau Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah
dalam jangka waklu 12 (dua belas) bulan terhitung seiak tanggal
penerimaan Surat Keberalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayal (3) memberi sualy kepulusan atas pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayal (2)
Keputusan Keberalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal
berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah
besarnya jumlah Pajak Terutang.
Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lefah
\erflampaul  dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberalan
dianggap dikabulkan dan dilerbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan
Wajib Pajak dalam jangka waklu palaing lama 1 (satu) bulan terhilung
sejak Jangka waktu dimaksud berakhir.

{4)Dalam . .. ./
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{4)  Dalam hal Kepulusan Keberatan menyebabkan perubahan dawa dalam
SPPT atau SKPD, SKPDK8. Dlnas Pendapatan, Keuangan dan Asset
Daerah menerbitkan SPPT alau SKPD, SKPDKB, baru berdasarkan
Kepuiusan Keberatan 1anpa merubah saal jaluh fernpo pembayaran.

(5) SPPT alau SKPD, SKPDKB baru sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
tidak bisa diajukan keberatan,

Pasal 95
Dalam jangka waklu 12 {dua belas) lerhilung sejak tanggal penenmaan Surat
Keberalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayal (1) Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan (ambaban alsu penjelasan terulis sepanjong Surat
Kepulusan Keberalan belum diterbilkan.

BaB XN
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85
Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan inl akan
diatur lebih lanjul dengan Kepulusan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan
Asselt Daerah,

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada langgal dlundangkan. Agar setiap
orang meangsiabuinya, memerintahkan pengundangan Paraluran Bupali ini
dengan penempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaien Samaosir.

Ditatapkan di Sarmosir
Pada langgal 14 November 2013

BUPATI SAMOSIR
cap/dio
MANGINDAR SIMBOLON
Diungangkan di Pangururan
pada langgal 14 November 2013
SEKRETARIS DAERAH,
cap/dio

Ir. HATORANGAN SHMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 18570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPIRAM | PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR D20 TAMUN 2013

TANGGAL . 14 NOVEMBER 2013

TENTANG - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMGELOLAAN  PAJAK  BUMI  DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAMUAN OBJEK PAJAK

{DEPARN)
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR [8 Pt T CTTTT L]
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAM Selaln yang diisl oleh Petugas {bangun yang diarsir)
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) diisi olah Wajit Pajak
Beri tanda sila sesual
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABURATEN SAMOSIR
1. JENIS TRANSAKSI {31 Perekaman Data~ []2. Pemutakhiran Data [ ]3. Penghapusan Dala
FRV KB KEC DEMKEL BLOK NOURUT HODE
2.op 4 (D OOD OhD 60D b O
3. NOP BERSAMA MO OO0 OO0 OO0 OI11J g
A TNFORMAST TAMBAHAN UNTUK DATA BARD
4, NOP ASAL MO OO O O9g oo g
5. NO SPPT LAMA |
B_DATA LETAK UBJEK PAJAK
B, NAMA JALAN 7. BLOK/KAVING
LI T T T T T T T T T T T T T I T T I T T T T T T T T O LI I ITITrrrm
8, DESA/KEL URAHAN Ry 10.RT
CEILE I T T EFTFrE T LT EEEEES L1 6]
C, DATA SUBJEK PAJAK
(1LSTATUS ¢ [Deemiuk [TJepenvewa  [JarencELoLa  [Jaremacu [ ]s.LAINNYA
12.PEKERIASN [Ji.Pusy [Jzaerr) [Clapensiunany  [JaBaDan  []s.LaiNmyA
13 NAMA SUBJEK PAJAK 14, HEWP
AT T T T T T T T T T T T T T T T I I T T T T T ) LI I T T I Tl
15.] JALAN 16, BLOK/KAVING
|iIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIlIIIl[I
17. DESAKELURAHAN 18.RW 19.RT
OO T T I I T I I T I T T T I T 101) C] Og

2oxope pos [T
amoMorxTe [ T T T T T T T T T TTTTTTTTTITTTITTITIT]
D. DATA, TANAH

zzreasvaNabia2y LT T T T T T T TTT] 23.70NA NILAL TAMAH [ ]

24 JENIE TaNAH ]9 TANAHBANGUNAN [ ]2 KAVLING SIAP BANGUN [ ]3 TANAH KOSONG

[[JaFasiimas umum

Catalan ; ") yang penghasilannya semala-mala berasal darl gaji slau pensivnan

38




(BELAKANG)

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN E[:D

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kussa dilampirkan |
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendin Objek Pajak, supaya menggambarkan SketDenah LokuTOhkkP‘d-k
!

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK
Saya yalakan babwa Ini; i yang telah saya berikan datam Tormulic 8l termasuk lampirannya adalsh benar, Jelas dan lengkap;
yang sebenarya.
26 NAMA SUBJEK PAJAK/ 27 TANGGAL 128 TANDA TANGAR
KUASANTA,

- Batas pangembalian SPOP 30 (liga puluhj hari %mm% Pafok.
G. IDE| L JABAT BERWENANG ]

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
TANGGAL euBLMTHNY [T T T [ T | [ ] |z7aucoaLmoustmmH [ L T T 1 T1
JO.TANDA TANGAN 30.TANDA TANGAN
JLNAMA JELAS JLNAMA UELAS
NP 32.HiP

KETERANGAN ; M&ﬁw

- Gambarkan sketidenah lokasi objak pajak
- {tanpa skala). yang dihubungkan jalan rayafalan p
jatan lingkungan dan Lain-lain, yang mudah diketahul umum
- Diberikan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, Umur dan barat

JUNTAK SINAGA,

PAKPARAN

&9




LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK [LSPOP}

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJA K

{DEPAN)

INo,Fo(rml]r| [ J CI 11 'l r_[';l

1. JENIS TRANSAKSI [ |1 Perekaman Datg
[14 Penilaian tndividy

[J2 Pemutakhiran Data

{13 Penghapusan Data

2 NOP

3 JuMLAH BANGUNAN [ |

PRY KAB KEC
o o O o o i o s O e

4. BANGLINAN KE

DEHKEL BLOK

rrLﬂl@le—ll%DE

N S

A RINCIAN DATA BANGUNAN

5 NS5 PENGGUNAAN |1 Peumahan
BANGUNAN

[(J4 TokatapotinPasarmuko

[17 Hoterwisma

DZ. Perkantoran

[15. Rumah Sakitkinmx
[J8. BengkeltGedungiPertanian

[ patrix
[J6 Ulan RagarRekreasi
[Jo. Gedung Pemerintan

110 Laindain [312. Bng Tidak Kena Pajak [C]12. Bangunan Parkir
[113 Apantemen []14. Pompa Bensin [J1s. Tanki Minyak
[_]16. Gedung Sekolah
6 LUAS BANGUINAN LT T T T T T T T T 1 7 JuMiAHLAnTA 1T
M2y
8, THN DIBANGUN CIT T 11 9. THNDIRENDVARE [ | ] | |
10.DAYA LISTRIK LI T T T T T T T T Jwarr
TERPASANG
11.KONDISI PADA [t sangat Baik [Jz.8aik {13 sedang [N
UMUMNYA,
12 KONSTRUKS! [Cieaja [J28eton [J3Bawbiasa [ Juxayu
13ATAR [J1.vecraborgerons [J2.ca Betorr [Jscusiesa [ Jaasbes [ Jsseng
Gig Glazur Alurnlnium Slrap
14 DINDING [ kaca awmiowm— [_J2.8eton [(CJs.sawsaw [ Jakeww [ J5.Seng
[J6. Tidak Aca
15 LAMTAI 1. Marmer [ J2 eramik 3. Teraso [Jauvinper [ Js.5emen
16.LANGIT-LANGIT 11 Axustivedan [z tipleriasbes [ ]3. Tidax Ads e
B FASILITAS
17 JLMLAH AC (T Jspit (] Jwindow  18AC Gentral [Jrada  [JzTidek Ada

teLuaskolbaM [T T 17

20.LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2}

RENANG (M2}
C I T T T Jringsn [T T T J8erst
|:|'I.Ciplebim
L1 T T T dsedang [ 11T 1 ] 'Eﬂﬂwﬂ
2 Dengan Pelapis enutup
:I ! Lantai
21, JUMLAH DGH LAMPL TNP LAMPU 22 JUMLAH LIFT 23JUNMLAH TANGGA
LAPANGARN
s 1] oeen [T [T JPsnumpang
T T Jvapsu e omom [T
o R e [T Jowang o oeom [T
Rumput

24PANJANG PAGAR [ [ | [ |
M2}

BAHAN PAGAR 1 BajaBesi 2 Batas
(| -

25. PEMADAM  [Jamiden [ JiAda [ ]2 Tidak Aga
KEBAXARAN

[z serikter [ J1.Ada [ ]2 Tidak ada

[(CJarire s [ JrAda []2Tidak ada

7ML sALURAN . [T 7]

PES. PABX

27 KEDALAMANSUMUR [ T 1 ]

ARTESIS

o0




(BELAKANG)

O 0ATA TAAESHAN UNTLIK PG =3/ f

[JPABRIK/BENGKELIGUDANGPERTANLAN (JP8 = 1)

28 TiNGG kooM e [ 1 ] 79 LEMBARBEMIENG o [ 1 ]
23 DAYA DUKUNG

LANTAI {Ko%2) (T T 11 ssweewongowowsey [T T 1]
32. LUAS WE ZZANINME CI1L 1T 11

D Fii T8 TANEAHAN UNTUE BANGLNAN MON STANDARD

[ IPERKANTORAN SWASTA (JPB = 2/9)

33 KELAS BANGUNAN [ 4. Kelas 1 [z Kelas 2 2. ketas 3 4. Kelas 4
[T OROArOTIRPATARFIUKD LIPE = 4y
34 KELAS BANGUNAN 1. Ketas 1 CJ2 Kelas 2 13 Ketas 3
[CJRUMAH SARITHLINI {JPB = 6]
35 KELAS BANGUNAN [0 Kelsz 1 2. ketus 2 [J3 Ketas s [CJ4 Kelas 4
36. LUAS KAMAR ONG 37.LS RUANGAN LAIN DNG,
ACSENTRALM T T 1 1 | AcseNTRALIMZY [T T T 1]
[JOLAH RAGA (JPB = 6)
38, KELAS BANGUNAN  [__]v. Ketag 3 (]2 Kelas 2
[CJHOTELWISMA LFB = 7)
3%, JEMIS HOTEL - Hen Resan 2 resoa
40, JUMLAH BINTANG CJi.oinenas [z sintangs  [J3. 8intang3  [J4. Blatena 2 [ fon Bintang
41 JUMLAH RAMAR LT 42 LUAS KAMAR DNG 43. TNP AC SENTRAL (W2)
ACSENTRALIM2Y [T T T T |
CTleanGUNAN PARKIR [JPE = T}
44, TIPE BANGUMAN 1. Toa 4 [z Tes 3 3 voez 4. Tipe 1
[CAPARTEMEN (JPR = 13)
45, KELAS BANGUNAN [ J1. #atas § {2 retmz 3. wetax 3 [ kelos 4
45, JML APARTEMEN [T T 1] 47 LuAS APRONG 28, TNP AC SENTRAL (h2)
ACSENTRALMY: [T T1T° T T ]

v AnGr) MMy AK (RS = 15)

4%, KARASITAS TANGRI 50 LETAK TANGKI  [_]1. Oistas tanah ]2 Dibawsh Tanah
43

[ I

[JGEOUNG SEKOLAH {JPB = 16)

O retas

51, KELAS BANGUNAN

saohassTel C T 1T T T T 1 sawiatmoviowasl [T T T T T T 7T T T 1

F IDERTITAS PERDATAPEIABAT YANG BERWEN NG

PETUGAS PENDATA

MEMGETAHUI PEJABAT YANG BERWEMNANG

54, TARGGAL KUMJUNGAN
KEMBALI

5 TANDA TANGAN

5B, NAMA JELLS

M I D N N

B0, NIF

55 TAMGGAL
PENELITIAN

57, TANDA TANGAN

59, MAMA JELAS

I I L A |

GNP
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PETUNJUK PENGISIAN SPOP
UNTUK SUBJEK PAJAK

Jenis Transaksi
NOP

Jumlah Bangunan
Bangunan Ke

L LI P -

RENCIAN DATA BANGUMAN
5. Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)

6. Luas Bangunan

. tumiah Lantai

8.  iahun Dibangun

9. Tahun Direnovasi

10.  Davya Listrik Terpasang watl

11, Kondisi Pada Umumnya
12.  Konstruksi

13, Atap
4 Dinding
15, Lantai

6 langd-langil

FASILITAS

¥, Jumlah AC

18, AC Sentral

19.  Luas kolam renang

20. Luas perkerasan halaman

92

Diisi oteh petugas
Diisi oleh pelugas
Diisi ¢keh pelugas
Diisi oteh pelugas

Berifah landa silang (x) sesuai dengan
pemanfaatan bangunan saal ini. Apabila
penggunaan satu bangunan leblh darl satu
jenis, masing-masing penggunaan bangunan
menggunakan 1 (satu) lembar lampiran
SPOP sesual dengan JPB-nya.
Conloh .
Lantai basement untuk parkir (JPB = 12}
Lantar 1-6 untuk perkantoran (JPB = 2)
Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen
(JPB = 13)

Isilah jumlah luas Jantai bangui.an termasuk
teras, balkon dan bangunan lambahan
lainnya.

tsilah jumlah lantai yang ada,

Cukup Jelas

Isilah dengan tahun lerakhir yang ditenovas:.
Isilah daya listrik sesuai yang terlera datam
rekaning.

Cukup Jelas,

Cukup Jelas.

Bentah landa silang (x} sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebih dan satu jenis, pilih/cantumkan bahan
yang ulamafdominan.

Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebih dari satu jenis. plliicaniumkan bahan
yang ulama!/dominan. I

Berilah tanda silang () sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebih dari satu jenis, pilivicantumkan bahan
yang utama/dominan.

Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebnh dari satu jenis, pilib/cantumkan bahan
yang utama’dominan,

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Isilah  luas perkerasan halaman sesuai
dengan typenya.
- Monslruksi ringan .
Tebal rataala 6 om, bissanya

menggunakan beton ringan.
- Konstruksi sedang :
Tebal rata-rala 10 cm, untuk parkir mobil

pribadi. biasanya menggunakan belon,
aspal atau paving block.

- Konstruksi berat :
Tebal rata-rata lebih dari 10 cm,

menggunakan beton dilapis aspal, unluk




21,
22.
23.
24,
25.

21,

Jumlah lapangan tennis
Jumiah lift

Jumiah langga berjalan
Panjang pagar, bahan pagar
Pemadam kebakaran
Jumiah/sal, Pesawal PABX

Kedataman sumur arlesis
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halaman pabnkfindustri
- Penutup lanlal misalnya : dengan keramik,
dil.

;. Cukup jelas
. Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

. Cukup jelas

Isilah sesuai dengen jumiah saluran telepon
{exlension) yang dihubungkan dengan PABX.

. Cukup jelas.




PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP
{UNTUK PETUGAS)

RINCIAN DATA BANGUNAN o Ditsl Wajib Pajak
FASILITAS . Diisi Waib Pajak
DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8
28. Tinggi kolom - Diist dengan binggi kolom bangunan
2% Lebar bentsng : Diisl dengan lebar benlang bangunan
Conloh
e
TN .
JENTEE badon |
1 o A S |
|
e e
lebar bentug leba benlang
30. Daya dukung lantai : Diist daya dukung tantai
31 Keliing dinding * Keliling dinding = 2 x {panjang + lebar)
32 Luas Mezzaning ! Mezzanine alau lanlai antara adalah lantas

tambahan yang leretak di dalam bangunan
dengan kelinggian 2 — 3 m dari lantal, dan
biasanya digunakan untuk kantor atau lempal
penyimpanan barang,

//\\

1
J‘-_i_-... - _} - CWlezzanine
o

DATA TAMBAHAN UNTUK BANMGUNAN HMOMN-STANDARD PERKANTORAM
SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH {JFB = 2/9)
33, Kelas bangunan . Diisi kelas bangunan

TOKOIAPOTIKIPASARIRUKO {JPB = 4)
34 Kelas bangunan * Diisi kelas bangunan

RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)

35 Kelas bangunan : Dmst kelas bangunan

36 Luas kamar dengan AC Central . Untuk  mendapatkan luas, caranya dengan
mengaican jumlah urmumnya kamar dengan
luas sesuai lype masing-masing.

37, Luas Ruangan Laln dengzn AC seniral : Ditsi dengan luas ruangan selain kamar,
termasuk ruang kanlor dan ruangan-ruangan
yanhg fain

OLAHRAGA/REKREASI (JPB = 6}
38  Kelas bangunan » Dilsi ketas bangunan

HOTEL/RESTORAN/WISMA (JFB = 7)

39, Jenis hotel . MNon resort adalah jenis hot yeng blasanya
terdapal di dalam kota dan aklifitas penghuni
umumnya dalam rangka bisnis.

Contoh:  Hotel Indenesia — Jakarta, Hote
Simpang — Surabaya, Hotel Tara -
tdedan.

Resorl adslah jenis hotel yang lokasinya di

daerah-gaerah lempal wisala dan  aktfitas
penghuninya adalah dalam rangt.u liburan.

Contoh:  Hotel Musa Dua — Bali, Holel
Parapal — Danau Tobs. Holel
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40.  Jumtah Bintang
41, Jumtah Kamar

42,  Lvas Kamar dengan AC Senlral

43.  Luas Ruangan Lam dengan AC saniral

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)
44, Type Bangunan

APARTEMEN/KONDOMINIUM {JPB = 13}
45 Kelas Bangunan
46.  Jumlah Aparlemen

47.  Luas Aparlemen dengan AC Santral

48.  Luas Ruangan Lain dengan AC Sentral

TANGKI MINYAK {JPB = 15)
49.  Kepasilas Tangki

50. Letak tangki

GEDUNG SEKQLAH (JPB = 16}
51. Kelas Bangunan

E.  PENILAIAN INDIVIDUAL
52. Nilai Sislem
53, Nitai Individual

Senggigl - Lombok.
Diisi sesuar dongan klasifikasi hotel
Ditsi dengan jumlah seluruh kamar dan semua
ype
Untuk mendapatkan luas caranya dengan
mengalikan Jumlah kamar dengan luas sesuai
lype masing-masing. Ukuran kamar umumnya
slandard. .
Ciisi dengan ruangan fain selain  kamar,
lermasuk  ruang  pertamuan, lobby  dan
reslaurant.

Diisi type bangunan.

Dilisi ketas bangunan

Dlisi sesual dengan jumiah unil-umil aparlemen
yang ada {bukan jemlah gedung).

Untuk mendapatkan luas, caranya dengan
mengalikan jumlah unit apartemen dengan luas
sesual  type masing-masing. Ukuran  unit
apanamen umumnya slandard.

Diisl dengan luas ruangan lain selain kamar,
termasuk  ruang pertemuan, lobby dan
reslaurant.

Dilsi sesual dengan kapasilas tangki yang ada
{pengisian kapasilas agar disesuaikan dengan
keadaan di lapangan).

Cukup jelas

Diisi kelas bangunan,

Nilai hasif perbilungan kompuler

Kolom Ini diist unluk Objek Pajsk yang
dinilalnya  dihltung  dengan  menggunakan
penilaian individual.

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 54 sfd 61

Diundangkan di Pangururan
pada langgal 14 November 2013
SEKRETARIS DAERAH,
capfdlo

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
FEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SER| F NOMOR 284

Cukup jelas.

BUPAT! SAMOSIR
capfdto
MANGINDAR SIMBOLON



LAMPIRAN || PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 1 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2013
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN  PAJAK  BUMI  DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
: PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)

(DEPAN)
DINAS PENDAPA N ASSET BA R b ; : KA : )
e o s-X '%1“’ .-3..‘3.,."'&'.;. = o 2 4 g Gibs 3

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN




10

i

12,

13,

(BELAKANG)

PERHATIAN

Apabita dalam SPPT terdapal hal-hal yang meragukan {coretan tip-ex. dan lain-lain),
Wajib Pajak dapal menghubungl Dinas Pendapaten, Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Samosir.

Pajak yang terhulang harus dibayar sekafigus selambat-lambatnya 8 (enam) bulan sejak
tangga diterimanya Sural Pamberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)ni.

Pajak yang terhulang hanya dapal dibayar pada Tempat pembayaran yang ditentukan
pada SPPT ini.

Bukli pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah

@) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau metglui

petugas pemungut.

b} Struk ATM/bukti pembayaran lain dan Bank T@ Elektronik bagi pembayaran Pajak
sacara efekironik.

Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan trasfer/pemindahbukusn/pengiriman

vang melalul Bank/Kanlor Pos, agar mencaniumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek

Pajak, NPWP dan Kode Akun,

Pajak yang lerhutang yang sdak dibayar pada langgal jaluh tempo, dikenakan sanksi

sebagai berikut:

a. denda administrasi 2% sebulan dani jumiah Pajek yang lethulang yang fidak dibayar.
dan

b. ditaglh dengan STPD, dan dalam hal fidak dilunasi, dilanjutkan dengan Sural Paksa
yang ditkuli dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Walib Pajak.

Keberalan alas Jumiah Pajak yang terhutang pada SPPT Ini dapat diajukan ke Dlnas

Pendapalan, Pendapatan, Keusngan dan Assel Daerah Kabupalen Samosir dalam jangka

wakiu 3 (lga) bulan selelah dilerimanya SPPT Ini,

Permahonan pengurangan Pajak yang disebabkan karena kondlsi lertentu objek Pajak

yang ada hubungannya dengan Waljib Pajak dan alau karena sebab-sebab lerienlu

lainnya, harus diajukan paling lambat 3{ga) bulan lerhutung sejak :

a diterimanya SPPT ini.

b. terjadi bencana alam alau sebab-sebab [ain yang luar biasa.

Balas waklu 1ersebul pada bulir 7 dan 8 dapat diperpanjang [ika Wajib Pajak dapat

membukilkan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberalan, banding dan pengurangan, lidak menunda keWajiban membayar

Pajak.

Apabila objek Pajak dipindahtangankan kepede pihek laln, bak seluruh alau sebagian,

Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendspatan, Kevangan dan Assel Daersh

Kabupaten Samosir lerkalt.

NJOP sebagal dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapal dipergunakan sebagal dasar

pengenasan Bea perolehan Hak Alas Tanah dan alau Bangunan sasust dengan ketentuan

Pasal 4 ayat {3) Peraturan Daersh Kabupalen Samosir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea

Pgrolehan HMak atas Tanah dan Banginan.

Apabila langgal Jatuh lempo terulls (anggal *

2. 31 oktotaber, maka bulan | selelah jatuh lempo adalah tanggal 1 November s/d langgal
30 November;bulan |l adalah langgal 1 Desember s/d 31 Desember,dsl.

b. 10 Oklober, maka bulan | setelah tanggal jatub tempo adalah tanggs! 11 Oklober s/d
tanggal 10 November,bulan Il adalah langgal 11 November s/d 10 Desemberidst.
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MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB




DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN (DHKP)
{(SAMPUL DEPAN)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jdi. Raya Rianiate KM 5,5 Parguruan Telp - {0626) 20821
Kode Pos - 22382 Fax, - {0626) 20921

DHKP

(DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN g

BUKU LOXXX
TAHUN o 2UXX
PROPINS . SUMATERA UTARA
KABUPATEN . SAWOSIR
KECAMATAN D ¢ S 06.9.009.6¢
DESA/KELURAHAN T XXRXXXKX XXX
(HALAMAN KESATU)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

DHKP

(DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN)
{PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)
BUKY XXX

CAHUN
TANGGAL TERBIT
PROPINSI
KABUPATEN

KECAMATAN
DESAVKELURAHAN

(151 DHKP)

Tempat Pembayaran @ XOOOKXAXX Kecamatan : XOOOXXX
Propins| . Sumoatera Uaia Kelurahan 1 XXXXXXX

Kabupaten : Samosir

ANGGAL
NOMOR NoP NOMOR INDUK WAB OBJEK PAJAK
PAJAK WALIB PAJAK TERHUTANG PAJAK BAYAR
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Total Halaman inl

Total S Halaman Ini
SPESIFIKASI TEKNIS SPPT DAN DHKP
NO KRITERIA SPPT DOUBLE SPPT ENGKEI'. DHKP
1. | Ukuran {px1) 1 sel 14,9" x 14,9" 8" x 149" 149" % 11"
2. | Jumiah piy/lembar datam 1 | 4 lembar SPRPT | 2 lembar SPPT | 4 ply DHKP
3 | set 80 gram 80 gram 50 gram
4, | Beral Keras 1 lembar/setiply | Tercelak Tercetak -
Nomor Seri berururan berururan
didepan didepan
5 | Desain Standar SPPT Slandar SPPT Folos Berlogo
6. | Jenls Kertas HVS HVS | HVS
7. | Gads terluar irame desain Atas = 31 mm Atas = 31 mm Atas = 31 mm
Bawah = 5 mm Bawah =35 mm Bawzh = 5 mm
Kiri = 19 mm Kiri = 19 mm Kiri = 19 mm
Kanan = 18 mm | Kanan = 1@ mm | Kanan = 19 mm
8. | Lubang CF lerlvar afbikik=4 mm afofkik=4 mm afbikk=4 mm
9. | Jumlah lubang CF/sel 30 buahfsel 30 buah/set 30 buahfsel
10. | Diarnater lubang CF 4 mm 4 mm 4 mm

Dlundangkan di Pangururan
pada langgal 14 November 2013

Ir, HATORANGAN SIMARMATA

SEKRETARIS DAERAH,
cap/dio

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284

9

BUPATI SAMOSIR
capfdto
MANGINDAR SIMBOLCN




LAMPIRAN i PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 120 TAHUN 2013

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2013

TENTANG . PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN  PAJAK  BUMI  DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAIKK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P8B-P2)

PEMERINT AH KABUPATEN SAMOSIR

DINAS PENDAPATAN. KEUANGAN DAN ASSET DAERAM
JIRIANIATE KM. 5 .5 PANGURURAN
TELP/FAX (0626} 2091

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

- PAIAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) .
romor . Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan - Kode Rek
LETAK OBJEK PAJAK WANMA7 WAJIB PAJAK
| Alamat B Alarmat
Desa/Kelurahan ! DesafKelurahan
Kecarmatan : |Kecamatan
Kabupaten 4 Kabupaten
[nor : NPWPD
DATA OBJBK PAJAK
[ TUAS (W) [ KEAS ] NIRRT |
BANGUNAN
TOTAL NIOP
'lrsi
L
‘]’ﬁ‘ N -
o
L2 )
7 Tanggal Jatuh Terpo - A PO AN O s 5w 4 7 Son R SV es SR AR O R momer o BAIh AP ERAEN
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SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAK

JL RIANIATE KM, 5 5 PANGURURAN
TELP/FAX (06261 2091

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR {SKPDKB)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKQTAAN (PBB-P2)

Nomaor . Tahun Pajiyh
Tanggat Paneritan Kode Rek

LETAK OBJEK PAJAK HAPAA Dot ALAMAT WALIR PAJAK
Alamat : Mamal B
DesaMelurahan : Desa/Kelurahan

Kecamatan : Kecamatan

Kabupaten B Kabupatan

NOP : NPWPD

OATA OBJEK PAJAK

OBJEK PAIAK LUAS (hi2) RELES NAODF FER M2 (Hp) NJOP [Rp})

[LEEE]
BANGUNAN

TOTAL NJOP

PERHITUNGAN OBJEK PAJAK

1. HJOP sebagal dasar pengenaan PBB (1otal NJOP) D
2, Milat Jual Objek Pajak Tidak Fena Pajak (NJOPTRP)

3 unluk perhilungan PBB (angka 1 - angka 27 [Fp.

S Krodi Pajak/Pajak yang ielah dibayarkan

4 PBR Terutang (Tarf ...........% x angka 3} Rp.
& Jumilah Pajak yang idak/Rurang Bayar (angka 4 - angka 5] P

7 Sanks| Adminisiras{

a. Bunga [ﬁp

b. Canda Rp
©. Kanalkan

8 Jumtah Sanksl Administrasi (a+bec) |Rp.

[3- Jumizh yang masih harus dibayar {anghs 6 * angka B) Fp

Terbllang *

Tanggal Jatuh Tempa - PeRQUuTan ..,

Kepala Dinas Pendepalan, Keuangan
dan Asset Daerah

--------------------------- patong dlsinl

Nama WP Diterlma tgl, - Tahun .
NPWED - Penerma

NOP

No. 8TRPD

Tanggat Penerbllan

Harra Lengkap dan tanda tangan

Diundangksan di Pangururan

Pada langgal 14 November 2013 BUPATI SAMOSIR

cap/dlo

SEKRETARIS DAERAH, MANGINDAR SIMBOLON

cap/dto

Ir, HATORANGANM SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1005

8ERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR © 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2013

TENTANG . PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN  PAJAK  BUM!  DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

- SURAT TANDA TERIMA SETORAN {STTS)

(DEPAN)

}

ST e b Sy denda) jika pembay
Sliakukan pada bulan ke (setelah tanggal Jatuh tempo ) *
i X

! 1 X

2. n XV
% X

E v XA
vt xvi
Vit XX
Vit X

g 1X Xt
X FX
Xt XXM
X XXV

Tanggal Pembayaran ; 5 Tanda Terima
dan
Jumtan yang dibayar : LB - Cap Bank/Pos
Rp [ |
{BELAKANG)
) .
Pl TIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah .Untuk kepentingan Wayib

Pajak sendiri,simpanlah STTS dengan baik. ¥
2  Atas pembayaran Pajak Terhulang PBB, tidak dikenakan Bea Malererar sesuvai

pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

4 PEMELASA A

1 Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oklober, maka yang dimaksud dengan
bulan ke-1 adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November, butan ke-ll
langgal 1 Desember s/a 31 Desember. dst.

2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 oklober, maka yang dwnaksud dengan
bulan ke-1 adalah tanggal 11 Oklober s/d tanggal 10 Novernberbulan ke-ll
adalah tanggal 11 November s.d. 10 Desember dsl.

3 L.T.adalah Luas lanah dalam M2,

L.8. adalah Luas Bangunan dalam 2,

N /
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LEMBAR UNTUK DISPENKA, ARS!P KEUANGAN DAN BANK

Tempat Pembayaran &

Telah menenma pembayscan PBB Th.
Nama Wajib Pajak g
Letak Objek Pajak Kiiamatan
. DusalKeluranan
Nomor SPPT (NOP)
Sejumiah . Ro[ ]
Tanggal Pembayaran
Tanda Terima
yann dikayar : Rp| ) dan
Lembor untuk Oispanka b s

Tempal Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBBTh [ ] dad:
Nama Wajib Pajak .
Lalak Objek Pajak ¢ Kecamatan
: Desa/Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) .
ro[ —
Tanggal Pembayaran
Tanda Terma
yaog disayar Rp.[_ ) dan
Cap BankiPos
lembarumkBank i ! [N S
SPESIFIKASI TEKNIS 5TTS
NO KRITERIA STTS
1. | Ukuran (px1) 1 set 149" x 12"
2. | Jumiah plyflembar dalam 1 sel | 3 lembar STTS
3. | Berat Kertas 1 lembar/sel/ply 80 gram
4, | Nomor Sen Tercetak berururan dibelakang
5. | Desain Slandar STTS
| 6. | Jenis Kerlas HVS
| 7. | Garis teduar frame desain Alas = 31 mm
Bawah = 5 mm
Kiri = 19 mm
Kanan = 19 mm
8. | Lubang CF terivar afbikik=4 mm
9. | Jumlah lubang CF/sel 30 buahfsel
10. | Diameter lubang CF 4 mm
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DIMAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
JL RAYA RIANIATE KM, 5.5 PANGURUSAN

TELPIFAX (D626) 20921

Lembar ke- |
Unluk Wajib Pajak
sebagal bukti
pembayaran

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A1 Nama WajibPajak
2 NPWP
J. Alamat Wajib Pajak

B. 1 MNomor Objek Pajak
2 Letak Objek pajak

Kelurahan/Desa
Nomor Keletapan Pajak

Kecamatan
Kode Pas

C. 1. Jenls Ketetapan Pajak
2. Nomor Ketelapan Pajak

L. Uraian Pembayaran T ke B Ll T LT T U G P e
E. Jumiah Pembayaran Terbilang .
- Pokak Pajak - Rp i)
- Denda Administratit 3 % 1)
Jumnlah I
Foo BOodaBEk. e e N G e S e T o 14}
- TP kening Kas Desrah 15)
NOMOE REKBMING © ..o ittt e e
Ditenma oleh Panerimaan Pembayaran Wajlt: Pajak/Penyestor
ol G e w0 e tgl 18)
tid fid
..Nama Jelas .. .. ... 17 Nama Jelas ..., AR
Ruang Validasi Penarima Pembayaran 2

et :
Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak sebagar bukt pembayaran;

Lembar ke-2  : Untuk Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerzh;
Lembar ke-3 : Untuk Bank sebagal tempal pembayaran,
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1)
2)
3}
4)
5)
6)
7)
8)
9
10)
1)
12)

13)
14)
15)
18)
17

18)
19}

20)

PETUNJUK PENGISIAN SSPD

Ditsl dengan Nama Lasngkap Wajib Pajak.

Dilsi dengan Momor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan alamal lengkap lempal tinggal/kedudukan Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Dilsi dengan atamat lengkap lokasifletak Objek Pajak.

Dlisi dengan jenis Keletapan Pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar.

Diisi dengan Nomor Sural Ketetapan Pajak (SPRTISKPD/STPD PBB) yang dibayar.
Diist dengan tahun Pajak dari ketelapan Pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dlbayar.
Diist dengan uraian jika diperiukan unluk memperelas jems/maksud pembayaran

Dilsi dsngan besamya pokok ketetapan Pajak dalam SPPT/SKP/STP PEB.

Diisi dengan basarnya denda administrasi

Diisi dengan hasil penjumiahan alas besarnya pokok ketetapan Pajak dan denda
administrasl.

Diisi dengan besamya total pembayaran dalam hurul,

Dilsi dengan Kode Rekenlng Pajak.

Diisi dengan nama Bank tempat ditakukan pembayaran.

Dlis| dengan langgal dilakukan pembayaran.

Diisl dengan nama lengkap dan tanda tangan pelugas penerima pambayaran pada
Bank Persepsi PBB dan dibubuhi capfsiempel resml.

Diisi dengan tempat/iokasi dan tanggat pengisian formulir SSP PBE.

Diist dengan nama lengkap dan tanda langan Wajlb Pajak atau Penyelor serta
dibubuhi capfstempel resmi.

Diisi sesuai dengan keperluan olah Bank Penerima Pembayaran,

BUPATI SAMOSIR
capidto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada langgat 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,
cap/dlo

Ir. HATORANGAN SIMARMATA

PEMBINA UTAMA MUDA
MIP. 19570622 188603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL . 14 NOVEMBER 2013

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN  PAJAK  BUMI  DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor : T T Pangurwan, . ...... . . ... 20, .
Sifat L O Kepada
Lampiran * Sy G 3 B W R Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan
Hal e e e dan Asset Daerah
di- .
Tempat
Yang berlanda tangan di bawah ini :
Nama PR 5
Alamat
NPWPO
- Berlindak selaku 1 [_] Waijib Pajak
(] Pengurus ) Kuasa dan Wajib Pajak
Nama Y
Alamal
Menyatakan masih mempuayai Utang Pajak berdasaﬂcan
[ skep [C] SKKeberatan [C] Sk Pembewian
[C] skpPoke % Putusan banding
[ stPD Pulusan Peninjauan Kembali
Nomor Ketetapan/ |, oh pajak Yang | Tanggal Jatun
;:;"; L"."'“u"‘ xemmw Masih Harus Dibayar Tempo
 Peninjavan__ . e s ino

Terhadap Utang Pajak tersebul di atas. saya menga;ukan permohonan unluk :

a WMengangsur Pembayaran Pa;ak sebesar Rp . dengan Kelenluan
a. Masa Angsuran P s kali dan L
b. Besamya Angsuran . .. - :atau
H. Menunda Pembayaran Pajak sebesar Rp ............. sid tanggal ...
Karena saya mengalaml| kesulltan ikuiditas (posuu Kas. Bank dan Ul.ang Plulang
per langgal } imengalami keaadaan diluar .
kekuasaan )dengan buki bempe ............ (terlampir)
Unluk memenuhi persyaialan, saya bersedta memberikan jaminan berupa :
Bank Garansi
[J SuraVDokumen Bukii kepemilikan Barang Bergerak
[[] Penanggungan utang oieh pihak kehga
[C] sertifikat 1anah dan/atau bangunan danfatau
R [ Sertifikat deposito
Pemohon
{ g )
Keterangan
“) Coret yang tidak perlu

Beri tanda pada x pada [




SURAT PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

NOMOR .couvvopemsarmisss masss
TENTANG
PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
BERDASARKAN ... o v

KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

© Sural permohonan mengangsur pembayaran Pajak nomor ... ... ... o

yang diajukan oleh Walsb Pa|ak ............
NOP .

: bahwa selelah dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampalkan oleh Wajib

Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran
Pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Sural Tagihan Pajak, sural ketetapan
Pajak, Sural Keputusan Pembetulan, Surat Kepulusan Keberatan, Pulusan Banding,
alau Pulusan Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaralan sebagaimana
dimaksud datam Peraturan Bupali Samosir Nomor ..... Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Dagrah dan Retribusi

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Normor 5048);

2 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

3. Peraturan Bupali Samosir Nomor ..... Tahun 2013 lentang Tata Cara Pemungulan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :
: bahwa berdasarkan penditian lerhadap permohonan Walib Pajak
Nama Sawreiss R SRS A S SN S S S S s S SR SRS S S PR SRR S SRS
Alamat .
NPWPD
NOP G
Dengan ini d:bonkan persetubuan untuk mengangsur kekurangan Pembayaran Pajak
berdasarkan . Nomor e Tahun Pajak
. sebesar Rp. . - sebenyak :
kall dengan ketentuan sabgg berikut :
Jatuh Tempo
Angsuran ke Angsuran (Rp) PM Bunga
Bunga ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah
Panguruan ... ... ... 20
Kepala Dinas Pendapetan. Keuangan
dan Assat Daerah
Nama
NIP. .

107




SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAM PAJAIK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

‘dembaca

Menimbang

Mengingat

e kan

Kelarangan

MNOMOR .o
TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK,
BERDASARKAMN .. ... ...

KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAMN DAN ASSET DAERAN

: Sural permohonan  Penundaan Pembayaran Pajak nomor

tanggal . ........ .. . . yang diajukan oleh Wajib Fajak’ . ccaasbs sea, . L
NIPWPD . mre S e i e e« s NOP
.......... S e . SEbESAVRP L L L samipai dengan
langgal ... ...

: babwa setelah ditakukan penelitian, alasan dan buki yang disampaikan oleh Waijib

Pajak dalam mengajukan permohonan uniuk menunda pembayaran Utang Pajak
berdasarkan .. ... .. .. lelah memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud
dalam Peraluran Bupab Samosir Nomor ... Tahun 2043 tenlang Tala Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

¢ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dan Retribusr

Daerah (Lembaran MNegara Republk indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048},

2. Peratwran Daerah Kabupalen Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan:

3 Peraturan Bupali Samosir Nemor . ... Tahun 2013 tentang Tala Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkolaan.

MEMUTUSKAN :

: bahwa berdasarkan penelilian terhadap permohanan Wajib Pajak
Nama e e L
Alamal
NPWPD
NOP e s e e e s e e i e
dengan ini  diberikan persetyjuan  untuk  mMenunda pembayara Pajak
berdagarkan .. ... ... Nomor......... .. Tzhun Pajak ............... . ... Yang
jaluh lempo pada tanggal ............. sebesar Rp i dENGEN
kelentuan sebagai berikut
1. ditunda sampai dengan tanggal ............ dan

2. dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp ... ...........

Panguruan ........... ... 20 ..
Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan
dan Assel Dagrah

Hama

) Corel vang lidek parlu
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SURAT PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR .oivmscinssismasammiss
TENTANG
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN®) PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAR

Membaca . Sural permohonan unluk mengangsur/menunda®)} pembayaran Ulang Pajak
yang diajukan oleh Wajib Pajak
sebesar Rp........c.......

Menimbang : bahwa selelah dilakukan penelitian, temyata atasan dan bukl yang disampaikan ofeh
- Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan unluk mengangsur/menunda®)
pembayaran Ulang Pafak Udak memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud
dalam Peraluran Bupatl Samosw Nomor ... Tabun 2013 lentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pardesaan dan Perkotaan;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lenlang Pajak Daerah dan Reirbusi
Daerah (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2008 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik (ndonesia Nomeor 5049);
2. Perawuran Daerah Kabupaten Samosis Nomor 3 Tahun 2013 tenlang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan;
3. Peraturan Bupali Samosir Nomor ..... Tahun 2013 1entang Tata Cara Pemungulan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : bahwa berdasarkan penelilian larhadap permohonan Walib Pajak

Nama <

NPWPD 2

NOP 2

Atas Utang Pajak berdasarkan :

e : Nomor Ketetapan/

el :
Jenis | Tahun Surat Tagihan Jumlah Pagaku*;:t;g' Tanggnl Jatuh
Pajak Pajak Keputusan/ Putusan{ Masih ¢ Iat(Rpus) Pm’" PO
Peninjauan {

dengan inl dinyalakan dilolak
Panguruan ... ..o, 20
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan
dan Assel Daerah
Nama

Diundangkan di Pangururan BUPATI SAMOSIR
Pada tanggal 14 November 2013 capldia
SEKRETARIS DAERAH, MANGINDAR SIMBOLON
cap/dto
ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 18570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPIRAN V) PERATURAN BUPATI SAMOQSIR

NOMOR 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2013 |

TENTANG @ PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAARN
PENGELOLAAN PAJAK  BUM! DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN

DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAM ASSET DAERAH
JL. RAYA RIANIATE KM. 5,5 PANGURURAN
TELP/FAX (0626) 20921

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBE-F2)

NOMOR
TANGGAL

Jumlah  Pajak Ytrulmg?p T

wang masih harus dibayar

Letak Obijok Pajak Nama dan Alamat Walib Pajak
Latak Objek Pajak 5 Alamat ]

Kecamatan : Desa/aiuranan
Desalkelurahan d Kecamatan :

Alamal ¥ Alamat

NOP - NPWRD

PERHATIAN
i STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak] Pangururan, ... S, Tahun . -
diterbitkan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan
2 hpabila setelsh lewat tanggal jaluh tempo utang pajak dan Assel Dasrah
belum  dilunasl, maka tindakan penagihan  akan
ditanjutkan dengan penertitan Surat Paksa, Pelaksanaan|
Sita dan Lelang ' -
R
--------------------------- Polong disinf - - —-- — - — ce L.
Nama W ! Diterimatgh, .............cooe... Tabun ...
NFWES : Penerima
NePF i
No. STF®
Tanggal Penerbltan
Nama Lengkap dan tanda tangan |
Diundangka~ di Pangururan
Pada tanggal 14 Nov xmber 2013 BUPATI SAMOSIR,
SEKRETARIS DAERAH, CAPIDTO
capfdio MANGINDAR SIMBOLON

Ir. HATORAMNGAN SIMARMATA
PEMBINS UTAMA MUDA
NIP. 19570622 193603 { 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR . 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2013

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN  PAJAK  BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
JL. RAYA RIAMIATE K, 5,5 PANGURURAN
TELPIFAX 0626 (20921)

o Tahun, L

Kapads .
¥ih, BapakfibufSdr

die

SURAT TEGLURAN
Nomaor :

Manurul dala kami, hingga saat m Saudars masih mampenyal Tunggakan Pajak sebagai berikot

. Ho. dan tanggal STPOY SKPD/ SK Keberatanf Jumlah Tunggakan
T
Junls Pajak ahun Pajak SK Pembetulant Pulusan Banding)* Tangoal Jatuh Tompo Pajat (Rp)
Jurmlah
LT T T O PO PSP DO PO
Untuk k al dengan Sural Paksa, maka giminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan

dalam jangka wakru Fal {dua puluk satw) har setefah tanggal surst Inl. Dalam hal Saudara telah melunash Tunggakan tersebut
dlatas, diminta agar segeca meataporkan kepada Dinas Pandapatan, Keuangan dan Asset daerah Kabupaton Samaosir,

FERHATIAN

FAJAK HARUS DILUMASI DALAM  JANGKA
WAKTU 2% (BUA PULUH SATU) HARI SETELAN
TANGOAL SURAT TEGURAN NI, SESUDAH
BATAS WAKTY ITU THOAKAN PEMNAGIHAN
AKAN DILANJUTKAN DEMGAM PENYERAMAM
SURAT PAKSA Ty

Pangururan, . cees e TABUR L
Hepala Dlnas Pmdapa!an Kauangan
dan Assel Dagrah

¥ Corel yang tdak peiiu

Diundangkan di Pangururan

Pada tanggal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,
capfdta

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284

BUPATI SAMOSIR,
CAPIDTO
MANGINDAR SIMBOLON



